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ABSTRAK 

Pentingnya penelitian dengan topik "Penyelesaian Sengketa Hukum 
Berdasarkan Add Badamui pada masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem 
Hukum Nasional" didasarkan pada tiga hal. Pertama, hukum sebagai norma atau 
kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat yang ditetapkan oleh penguasa yang 
berwenang (hukum nasional) terkait dengan penyelesaian sengketa kurang 
mendapat perhatian masyarakat. Se lma ini hukum belum marnpu menyelesaikan 
berbagai pertikaian (sengketa) tindak kekerasan, penyelewengan dan sebagainya. 
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan wujud ketidakpuasan 
terhadap penegak hukum. Sebaliknya penyelesaian sengketa hukum dengan 
menggunakan nilai-nilai yang hidup (adat badamai) pada masyarakat secara riil 
lebih efektif. Kedua, pada masyarakat Banjar, adat badamai sebagai sarana 
penyelesaian sengketa hukum sampai saat ini masih efektif, dalam aspek perdata 
maupun aspek pidana. Ketiga, secara filosofis dan teoritis penomena adat 
badamai dalam penyelesaian sengketa hukum pada masyarakat Banjar ini, tampak 
bahwa aspek pidana selama ini masih dianggap tidak mungkin diaplikasikan 
secara normatif, justeru dalam tataran sosiologis diakui dan diterapkan dalarn 
praktek kehidupan masyarakat Banjar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskanlah masalahnya kedalam 
tiga ha1 : Pertama, bagaimana eksistensi adat badamai pada masyarakat Banjar. 
Kedua, bagaimana fbngsi adat badamai dalam penyelesaian sengketa hukum 
perdata maupun pidana. Ketiga, bagaimana hukum adat badamai tersebut dapat 
diakomodasikan ke dalam sistem hukum nasional. 

Dengan metode dan pendekatan yuridis normatif dan empiris penelitian ini 
menemukan bahwa adat badarnai, dalam aspek keperdataan ternyata sangat 
berkesesuaian dengan berbagai peraturan perundangan-undangan, dan 
memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dalam praktek peradilan perdata, hakim 
sering menganjurkan kepada para pihak agar mau berdamai sebelum diserahkan 
pada putusan pengadilan. ltulah sebabnya forum adat badamai dipandang telah 
memberikan kontribusi pada penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar, 
tanpa meninggalkan sistem hukum nasional. Namun, dapat dipastikan kasus-kasus 
pidana yang hanya menggunakan sistem peradilan pidana, maka pihak-pihak yang 
terlibat merasa diperlakukan dengan tidak adil masih ada perasaan balas dendam 
akibat adanya perasaan tidak puas dan ha1 ini selalu mengusik dan menganggu 
keterti ban. 

Kata Kunci : Adat badamai, sengketa hukum, hukum tuzsional, perkara 
perdata, perkara pidana. 



ABSTRACT 

This research addresses the issue of Legal Dispute Settlement Based on 
A d '  Badamai in Banjar Society in the National Legal System Frameworks. The 
significance of this research lies on the following facts, i.e. First, law as norm or 
rule which regulates the social live that made by the authoritative power (national 
law) which relates with dispute settlement had lack attention from the society. 
Until this time, law is not able to settle any dispute of crime, unlawful act, and so 
on. Therefore, society had no longer believed with the existence and enforcement 
of law. This fact above appeared as reflection of dissatisfaction society toward law 
officer. Second, in Banjar society, adat badamai as means to settle legal dispute is 
still effective until today, both in private or criminal aspects. Third, 
philosophically and theoretically, the phenomenon of adat badamai to settle legal 
dispute in Banjar society in criminal aspects seems inappliicable normatively. But, 
in sociology aspects it still applied in Banjar society living practice. 

Based on the background above, that problem statement can be 
summarized into three things. First, how is the existence of adat badamai in 
Banjar society. Second, how is the function of adat badamai to settle legal dispute 
both in private or criminal aspects. Third, how adat badamai law could be 
accommodated into national legal system. 

By using normative and empirical legal method, this research 
demonstrates that adat badamai in private aspect is really in accordance with the 
regulation and got acknowledgement from the society. In the private court 
practice, judges always recommend to the parties to have peace each other before 
the case is submitted into court decision. From this point of view, it can be 
concluded that adat b a h a i  forum gives contribution to settle the legal dispute in 
Banjar society, without leaving national legal system. But, for crimiflal cases that 
only used criminal court system, it can be sure that the parties would get unfair 
treatment, and they still had feeling to take revenge because they feel unsatisfied. 
So, this matters would cause disorder and inconvenience in the lives society. 

Key words : Adat badamai, Legal dispute, national law, private aspect, 
criminal cases. 



BAB I 

P E N D A H U L U A N  

A. Latar Belakang 

Secara sosiologis masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan mayoritas 

beragama Islam yaitu 89,33 %' dan merupakan masyarakat Islam fanatik pada 

mazhab ~ ~ a f i ' i . ~  Hal h i  tidak terlepas dari islarnisasi dan perkernbangannya di 

daerah ini yang dimulai dari berislamnya Pangeran samudem (Sultan Suriansyah) 

yang memerintah pada tahun 1526-1 645, yang kemudian diikuti oleh keluarga dan 

warga kemjaar~.~ Pada saat kerajaan Banjar diperintah oleh Sultan Adam Watsiqu 

billah pada tahun 1825- 1857 telah dirumuskan sebuah peraturan yang dinamakan 

Undang-Undang Sultan   dam^ (selanjutnya disebut UUSA) yang tujuannya untuk 

meningkatkan ketertiban dan kesejahteraan warga masyarakat. 

Salah satu aturan yang terdapat dalarn UUSA sebagaimana Pasal2 1 adalah 

rnengenai penyelesaian sengketa dengan jalan adat badamai, yang sampai kini 

masih berkembang di masyarakat b an jar.' Adat badamai atau penyelesaian 

Lihat h a i l  Pendataan (Sensus) Penduduk Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2005 

Gazali Usman, Kerajaan Bcuycuym &jar@ Pehmbangan Politik Ekommi Perdagangan 
dun Agama Islam, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1994, hlm. 11. 

Keberadaan Ulama kharismatik Syekh Arsyad al-Banjari yang pernah menulis beberapa 
buah kitab yang menjadi pegangan para qadhi dan umat Islam, juga turut mempengaruhi 
perkembmgan Islam di tanah Banjar. Sabilal Muhtadin karyanya di bidang hukum Islam pernah 
menjadi kitab rujukan (pegangan) dalam kerajaan., lihat Gazali Usman, Ibid 

Sultan Adam berhasil melakulcan formalisasi syari'at Islam (qanunisasi hukum Islam) 
dalam kerajaan Banjar, dalarn bentuk UU Sultan Adam yang di dalamnya antara lain diatur urusan 
peradilan yang berhubungan dengan agama, perkawinan, hukum tanah dan lain-lain. Lihat 
Syamsiar Seman, Naskah Lama Undang-Undang Sultan Adam, Majalah Orientasi Fakultas 
Hukum Universitas Lambung Mangkuraf No. 2 Tahun 1977. Syamsiar Sernan merinci aturan 
dalam Undang-Undang Sultan Adam yaitu Hukum Islam, Hukum Acara Peradilan Agama Islam, 
Hukum Agraria, Hukurn Fiskal, Hukum Pidana, Hukum Perdagangan dan lain-lain. 

Gazali Usman, 0p.Cit. hlm. 184-1 85. 



sengketa6 dilakukan dalam rangka menghindarkan timbulnya konflik yang dapat 

membahayakan tatanan sosial, maka selalu diadakan badamai yaitu penyelesaian 

sengketa hukum yang merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar dan 

memecahkan persoalan yang te rjadi dalam masyarakat. 

Adat badamai pada masyarakat Banjar merupakan implementasi nilai-nilai 

ajaran Islam yang selalu mengajarkan jalan damai atau ishlah dalam 

menyelesaikan suatu persengketaan. Badamai dalam penyelesaian sengketa harta 

warisan lazim dilakukan pada masyarakat Banjar dengan cara ishlah.' Demikian 

pula dalam ha1 penyelesaian sengketa perkawinan seperti cerai-rujuk, pisah 

ranjang (barambangan),' termasuk badamai menyelesaikan pembagian harta 

bersama (harta perpan~angan)~ selama perkawinan jika terjadi perceraian atau 

Moharnrnad Koesno, Musyawarah dalarn Miriam Budihardjo (Ed) Masalah 
Kenegar~n, Jakarta, 1971, hlrn. 551. 

lshlah rnerupakan perdamaian dalam rnembagi harta warisan karena pertirnbangan 
mashlahat, rnereka rnengesarnpingkan ketentuan faraid, k m n a  ada pertimbangan yang lebih baik, 
dalarn ishlah terdapat kei khlasan rnernbagi warisan berdasarkan kesepakatan dengan saling 
mengikhlaskan, ishlah dapat pula rnerupakan kesepakatan antara ahli waris yang juga bukan 
penyirnpangan dari hukurn faraid. Dalarn hukum faraid dikenal istilah "taWuouj", ialah pelepasan 
hakdaA salah seorang atau beberapa orang ahli waris baik terhadap sebagian barang yang diwarisi 
atau terhadap seluruhnya. Contoh : h g  yang tidak clapat dibagi tiga, sepertiga bersaudara 
rnewarisi dari orang tuanya sebuah rumah, dua orang rnelepaskan haknya pada rurnah itu dengan 
menerirna gentian dengan sejumlah uang. Bisa juga beberapa ahli waris rnenyerahkan seluruh 
haknya. Aswadie Syukur Anggota tirn Penyusun KHI yang kemudian rnenjadi mrnusan draf 
Kepres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beliau salah smrang utusan 
MU1 Kalimantan Selatan ketika merumuskan konsep draf itu menjelaskan bahwa pasal 183 
merupakan reduksi ishlah atau a& b& y q g  hidup pada rnasyarakat Banjar Dalam KHI 
pasal 183 dimmuskan : para ahli waris dapat membagi warisan dengan cara perdamaian setelah 
mereka mengetahui bagirm ming-nusing berdasarkan Ilmu Fiuaid 

Barambangan adalah pisah ranjang antara suami istri k a n a  adanya perselisihan yang 
belurn rnendapatkan titik temu, untuk sernentam mereka berpisah, dalam keadaan ini diperlukan 
juru damai sebagai mediator yang lazim disebut sebagai "haRamainm. Lihat AI-Qur'an An-Nisa : 
35. 

Harta perpantangan adalah harta bersama selama perkawinan, gono gini (Jawa), sepikul 
segendongan (Sunda). Secara filosofis terdapat perbedaan cara hidup antam masyarakat Arab dan 
masyarakat Banjar. Dalam ha1 hukum nikah tradisi di Arab isbi tidak bekerja, segala keperluan 
rumah tangga rnenjadi kewajiban suami. Sedang dalam rnasyarakat Banjar, istri selalu rnernbantu 
suarni. dalarn mencari harta, bahkan kadang-kadang justeri isbi yang bekerja rnenjadi tulang 
punggung ekonomi keluarga. Istri sebagai kawan sekongsi dengan suami yang dikenal dalarn 
hukurn rnuamalah ' '~~ i rka tu l  'Abdan". Dalarn ketentuannia jika salah satu rneninggal atau tejadi 
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karena cerai hidup, hal ini sering dilakukan dengan upaya mendamaikan melalui 

peran (hakamain)." 

Demikian pula jika terjadi persengketaan di antara sesama warga atau 

terjadi tindak penganiayaan, perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas maupun 

pelanggaran nornza adat (susila), ada kecenderungan untuk menyelesaikannya 

secara badarnai artinya tidak perlu penyelesaian sampai ke ruang pengadilan. Adat 

badamai ini diakui cukup efektif dan berperan dalam menciptakan keamanan dan 

perdarnaian. Adat badamai ini lazim pula disebut dengan "Baparbait', 

"Baakuran", "Bapatut7' atau "Suluh" ("~hlah").' ' 

Konsep adat badamai yang dijadikan sebagai fokus bahasan di sini lebih 

mengarah kepada upaya ishlah dalam ajaran 1slam,I2 ketimbang konsep hukurn 

adat, mengingat secara etnisitas menjadi Banjar berarti menyatakan masuk 

lslamnya sejumlah kelompok rumpun asli penduduk asli ~a1irnantan.l~ 

perceraian, jumlah harta bersama dibagi dua, suami rnernperoleh separo clan istri rnernperoleh 
separo. Bagian yang separo rnerupakan hak waris yang dibagi kepada sernua ahli waris sesuai 
ketentuan fmid. Lihat Abdurrahrnan, Kompilmi H u h  Islam. Lihat Gusti Muzainah, Pembagian 
Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar, Tesis pada Program Pascasarjana 
Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 1999. 

'O Hakamain adalah asal kata hakam yaitu juru damai, mediator yang berfungsi 
rnernberikan rnediasi, juru darnai ini berasal dari keluarga pihak suarni dan dari pihak istri. 

1 I Istilah Bapahaik clan Bapatut lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana 
seperti terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas, namun istilah 
Badamai rnengandung pengerian urnurn artinya penyelesaian rnasalah apa saja, termasuk juga di 
dalarnnya penyelesaian perdata hubungan hukurn antar orang perorang. Adapun Suluh lebih dekat 
pengertiannya kepada istilah Ishlah menurut konsep agarna yang dapat digunakan dalam 
pengertian penyelesaian keperdataan sernisal pernbagian waris, rnaupun keperdataan lainnya. Lihat 
Al fani Daud, Islam ah Masyaakat Banjar, Lkskripsi ah Analisa Kebuabyaan Bayar, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlrn..198. 

Ahrnadi, "A& Badamai Pada Masyarah Banjar Menurn Undang-Undang Sultan 
Adam (Suatu Telaah i n t e r h i  Hukwn Islam dan H u h  Adat Dalam Upaya Pembinaan Hukum 
Nasional) " Thesis. Progrsam Magistw (S-2) llrnu Hukurn UII, jogjakarta, 1997. 

13 Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Ba'y'ar, Deskripsi dan Analisa Kebwbyaan 
Banjar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlrn..198. 



Penelitian tentang adat badamai sebagai bentuk penyelesaian sengketa 

pada masyarakat penting dilakukan tidak saja dilihat dari segi berhngsinya 

hukum dalam relialitas masyarakat local, akan tetapi sekaligus dilakukan untuk 

menjelaskan adanya unsur-unsur keadilan, kepastian dan unsur kemanfaatan 

sebagai konstribusi nilai-nilai14 hukum lokal. Dalam ha1 ini adat badamai dapat 

dijadikan sebagai sarana pembangunan atau reformasi hukum nasional. Paling 

sedikit ada tiga alasan untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa 

menurut adat Badamai pada masyarakat Banjar. 

Pertama, pada era reformasi ini masalah peran hukum dalam 

pembangunan dirasakan mendesak, karena keberadaan hukum dirasakan kurang 

berfungsi, terutama dalam ha1 penyelesaian sengketa hukumI5 dan berbagai kasus 

kerusuhan sosial, konflik antar etnis yang marak tejadi di berbagai daerah 

belakangan ini. 

Kerusuhan yang baru saja tejadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan 

Barat yaitu kerusuhan berdarah yang dilatarbelakangi konflik antar etnis Dayak 

dan Madura pada sekitar tahun 2000 dan 2001 yang banyak memakan korban,16 

merupakan petunjuk lemahnya fungsi sistem penegakan hukum dalam 

menyeleiaikan kasus-kasus kerusuhan berdarah tersebut. Kekhawatiran akan 

muncul dan merembetnya kejadian serupa di wilayah Kalimantan Selatan cukup 

14 Mochtar Kusumaatmadja, KonsepKonsep Hukum dalam Pembangunan (KumpuIan 
Karya Tulis), Alumni Bandung 2002, hlm. 3. 

IS Setiap tahun perkara kasasi yang masuk ke Mahkamah Agung semakin meningkat dan 
menumpuk itulah sebabnya yang melatar belakangi lahirnya Penna Nomor 2 tahun 2003 yang 
mengisyaratkan penyelesaian melalui mediasi lebih diutamakan ketimbang penyelesaian melalui 
ligitasi. Dan merupakan kewajiban bagi setiap hakim untuk memberikan domngan kepada para 
pihak untuk melakukan perdamaian sebelum perkaranya diteruskan dalam pemeriksaan di 
pengadilan. 

16 Lihat hasil Penelitian tentang "Pri'laku Efnis dun Pofensi KonJik di Kalimantan 
Selafan", Tim Penelitian IAlN Antasari Banjarmasin, tahun 2001. 



beralasan. Meskipun nampaknya kondisi sosial dan keamanan cukup tenang, 

akan tetapi diasumsikan bahwa kondisi yang tenang tersebut bukan jaminan tidak 

akan muncul konflik serupa." 

Padahal apabila hukum berfungsi dengan baik dalam penyelesaian 

berbagai kerusuhan dan tindak kejahatan, maka dapat menjamin rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat, selain itu dapat mencegah jatuhnya korban yang 

lebih banyak dan kerusakan yang lebih parah, bahkan dapat memberikan rasa 

aman, dan pada sisi yang lain setiap persengketaan, problem sosial dan hukum 

akan dapat diselesaikan dengan baik, adil dan memuaskan semua pihak. 

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu fungsi dari hukum, namun ia 

bukan satu-satunya hngsi dari hukum. Steven Vago dalam bukunya menulis 

tentang ha1 ini. 

Why do we need law, and what does it do for society ? More spec$cally what 
function does law perform ? As with the definition of law. there is no 
agreement among scholars of law and society on the precise finctions,, nor is 
there consensus on their relative weight and importance. A variety of 
finctions are highlited in the literature (see, for example, Aubert 1969, 11, 
Bredemir, 1962: 74, Mermin, 1973: 5-10, Nuder and Todd, 1978: 1, Pollack, 
1979: 669 and Samford 1989: 11 6-1 20) depending on the conditions under 
which law operates at a particular time and place. The recurrent themes 
include sosial control, dispute settlement, and ~ocia1:engineering.'~ 

17 Mengingat secara sosiologis, rnasyarakat Kalimantan Selatan juga sangat heterogen, 
sebagai masyarakat rnajernuk (plural societies), rnenurut Supardi Suparlan dalam rnasyarakat 
rnajernuk yang sedang mengalami perubahan sosial clan perubahan kebudayaan, timbulnya konflik 
sosial adalah suatu yang wajar (Lihat A.W. Wijaya, Individu, Keluarga, h n  Masyarakat, Jakarta, 
Akademika Pressindo, 1986). Sebagairnana juga dalam Analisis Weber bahwa konflik menempati 
kedudukan sentral daiam rnasyarakat, konflik merupakan unsur dalam kehidupan manusia serta 
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia serta tidak dapat dilenyapkan. (Lihat 
Lseyandecker, Tata Perubuhan, dan Ketimpangan, Jakarta, PT. Gramedia (Tejemahan Mckee, 
James B), 1983). 

18 Steven Vago, Lmu andSocie~y, New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs, hlrn. 12. 



Memang penentuan tentang fungsi dari hukum dalam masyarakat belum 

ada kesepakatan dari para pakar hukum dan ha1 ini sangat tergantung pada kondisi 

masyarakat di mana hukum itu berlaku sesuai dengan tempat dan waktu. Namun 

penegasan di atas menyebutkan ada tiga hngsi dari hukum yaitu: 

1 .  Social conh.01 (sosial kontrol), 

2. Dispute settlement (penyelesaian sengketa), dan 

3. Social engineering (rekayasa sosial). 

Lebih jauh Steven Vago menjelaskan tentang fungsi yang kedua dari 

hukum yaitu sebagai dispute settlement (penyelesaian sengketa). Steven Vago 

mengemukakan: 

By settling dispute through an authoritative allocation of Iegal right and 
obligations, the law provides an alternative to other methods of dispute 
resolution. Increasingly, people in all walb of life let the courts settle matters 
that were once resolved by informal and non legal mechanism, such a r  
negotiation, mediation, or forcible self-help measures. It should be noted, 
however, that law only deals with disagreement that have been translated into 
legal disputes. A legal resolution of conjict does not necessarily result in a 
reduction of tension or antagonism between the aggrieved parties. For 
example, in a case of employment discrimination on the basis of race, the 
court may focus on one incident in what is a complex and often not very clear 
cut series of problems. It results in a resolution of specijic Iegal dispute, but 
on in the amelioration of the broader issues that have produced that 

Dengan demikian hukum juga dapat mempunyai fungsi sebagai sarana 

yang cukup efektif melakukan penyelesaian sengketa dan sekaligus memberikan 

solusi dalam penyelesaian suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat. 

Akan tetapi Lawrence M. Friedman mengemukakan 4 (empat) hngsi  

sistem hukum. 

Function Punish there are some that is First, as part of social control systems 
(social control) arranging human being behavior. Second, as medium to finish the 

19 Ibid, him. 13-14. 



dispute (dispute settlement). Third, sistem punish to own function as social of 
engineering function. Fourth, punish as social maintenance, that is function 
emphasizing role punish as conservancy "status quo" what [do] not wish change.20 

Friedman menyatakan ada tiga elemen sistem hukum yang harus 

diperhatikan jika ingin memfungsikan hukum, yaitu structure, substance dan 

legal culture2'. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang 

membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga 

legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan 

perundang-undangan. e p e k  ketiga dari sistem hukum adalahBpa yang disebut 

sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut 

kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. 

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak 

ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi 

hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang 

oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang 

baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya 

hukum masyarakat yang baik pula. 

Pendek kata hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek 

sub-sistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan 

memainkan peranan sesuai dengan hngsinya Sehingga hukum dapat berjalan 

secara serasi dan seirnbang, sesuai dengan hngsinya. Ibarat seekor ikan, ia akan 

20 Lawrence M. Friedman, The Legal Sistem A Sosial Science Perspective, Russell Sage 
Foundation, New York, 1975, hlrn. 3-4 Lihat Juga Lawrence M. Freidman, American Lau, (New 
York : W.W. Norton&Company, 1984), hlrn. 5-6. 

Lawrence M. Friedman, I b i d 



hidup dengan baik manakala ditunjang oleh kualitas air kolam yang baik dan mutu 

makanan yang baik pula. 

Apabila ketiga subsistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan 

muncul problem dalam upaya memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan 

dan pembangunan masyarakat itu ~ e n d i r i . ~ ~  

Belum tuntasnya penyelesaian sengketa terhadap berbagai kasus yang 

terjadi belakangan ini merupakan salah satu indikasi belum bekerjanya hukum 

secara optimal dalam menyelesaikan berbagai kasus atau sengketa tersebut secara 

yuridis dan holistik. 

Ketika mem bicarakan fungsi hukum dalam masyarakat lokal, maka adanya 

kontradiksi dan kegamangan tersendiri di antara keinginan memfungsikan 

(mempositipkan) hukum yang diorder dari penguasa, sementara masyarakat 

mempunyai pola penyelesaian sendiri terhadap sengketa hukum yang terjadi. 

Maka kemudian yang tejadi adalah penerapan hukum yang tidak sesuai dengan 

hukum yang hidup di dalam masyarakat. Padahal dalarn Pasal 18 b ayat (2) 

Amandemen UUD 1945 dengan tegas adanya pengakuan bahwa: 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkeinbangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam undang-undang. 23 

Hal ini dapat dimaknai adanya pengakuan dari Negara terhadap hukum 

yang hidup di dalam masyarakat termasuk di dalarnnya keberadaan adat badamai 

dalam masyarakat Banjar. Untuk menjembatani atau mengisi kekosongan ruang 

22 Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit, hlm. 108. 
23 Amandemen UUD 45 tahun 2004. 



9 

antara keinginan penguasa di satu pihak dengan keinginan untuk menyelaraskan 

hukum yang hidup di masyarakat di pihak lain, sehingga gagasan penelitian ini 

menjadi relevan. 

Dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia dikenal adanya sistem in 

court dan out court. Sistem in court adalah penyelesaian hukum di ruang 

pengadilan.24 Sedangkan out court adalah penyelesaian hukum secara berdamai 

melalui penyelesaian sengketa di luar ruang pengadilan. Marc Galanter 

menyatakan bahwa keadi Ian tidak hanya didapatkan di ruang pengadilan tetapi 

pada ruang-runag lain di luar pengadilan dan d e ~ a . ~ ~  Kedua model ini diatur 

masing-masing oleh PERMA No. 2 Tahun 2003 untuk model pertama. Sedangkan 

model yang kedua termasuk dalam ketentuan Alternative Dispute Resulation 

(disingkat ADR). Namun undang-undang Nomor 30 tahun 1999 hanya mengatur 

dalam pasal 6, mengapa demikian? Karena alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan (ADR) bukan urusan negara tetapi merupakan urusan masyarakat. 

Makanya hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 6 itupun hanya merupakan 

arahan. Undang-undang no. 30 tahun 1999 ini tidak mengatur secara rinci dan 

tegas tentang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa kecuali hanya terbatas 

mengatur mengenai arbitrase. Undang-unndang ini hanya mengatur keberadaan 

arbitrase dan mekanisme proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, 

l4 Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Mahkarnah Agung Nomor 2 Tahun 2003 
yang mewajibkan kepada setiap hakim untuk mendorong tejadinya perdamaim sebelum memutus 
perkara. 

25 Marc. Galanter, Keadilan a? Berbagai Ruangan : Lernbaga Peradilon, Penataan 
Masymak- serta Hukurn Rakyai dalarn Antropologi Hukurn sebuah Bunga Rarnpai, Penyunting 
T.O. Ihromi, Yayasan Obor, Jakarta, 1993. hlm. 8 1 ,  



sedangkan lembaga lain tidaP6. Namun secara yuridis ADR dapat dimaknai 

sebagai model atas pengakuan Negara bahwa model penyelesaian sengketa hukum 

dapat melalui mekanisme perdamaian di luar pengadilan, baik menyangkut 

sengketa hukum ekonomi perdagangan, hukum keperdataan maupun sengketa 

publik. 

Adapun yang mengatur resolusi damai dalarn aspek pidana masih belum 

ada satu peraturan pun yang dapat dijadikan pedoman, sehingga wajar kalau 

sengketa atau konflik sosial yang berbau sara yang terjadi di masyarakat akhir- 

akhir ini semakin intens, dan sepertinya belum secara tuntas dapat diselesaikan. 

Sebagai bagian dari sistem penegakkan hukum undang-undang nomor 4 

tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang dimuat pada lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 nomor 8, Pasal28 ayat (1) berbunyi: hakim wajib 

menggali, mengikuti, dm memahami nilai-nilai hukum dun rasa Readilan yang 

hidup dalam masyarakat. 

Terhadap pasal ini dapat dimaknai bahwa dalam masyarakat yang masih 

mengenal hukum tidak tertulis termasuk (adat badamai) serta berada dalam masa 

pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai 

26~oni  Ernimn,  Alternutif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, 
Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 9. Selain itu 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
adalah dicantumkannya ketentuan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara agak 
luas bilamana dibandingkan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1982. dalarn Undang-undang 
lama memang diatur dalam satu pasal mengenai penyelesaian sengketa melalui pola tri partie yang 
sulit dilaksanakan &lam praktekundang-undang No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang sengketa 
lingkungan yang diberikan rumusan seperti tersebut &lam butir 19. Dirumuskan dalam ketentuan 
ini bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih yang tirnbul oleh 
adanya atau diduga adanya pencemaran danlatau perusakan lingkungan hidup. Penegasan yang 
sarna kemudian diulang dalam Pasal 1 butir 2 Peratwan P e r n e ~ t a h  No. 54 Tahun 2000 tentang 
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. 



1 1  

hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus mampu mengenaii, 

menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Dengan demikian hakim dituntut untuk menafsirkan bagaimana agar terjadi 

keserasian antara idealita hukum dalam undang-undang ke dalam realita hukum 

yang hidup sehari-hariZ8 Dengan demikian, hak i i  dapat memberikan keputusan 

yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ketika ia menyelesaikan 

suatu perkara di pengadilan. Kalau tidak, maka akan te rjadi kesenjangan antara 

hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang datang dari negara (sistem 

peradilan). 

Kedua, suatu perselisihan dalam masyarakat lebih-lebih lagi jika telah 

terjadi pertumpahan darah, meskipun hanya luka-luka kecil saja, biasanya selalu 

dianggap akan berkelanjutan dan bila ha1 ini terjadi akan membahayakan bagi 

ketenteraman m a ~ ~ a r a k a ? ~  Untuk menghindarkan adanya pembalasan dendam, 

maka selalulah d iusahakan adanya perdamaim (babaikan) secara adat, dengan 

perantaraan tokoh-tokoh b ~ b u h a n ~ ~  baik dari keluarga korban maupun pelaku, 

baik tokoh kampung maupun keluarga luas, yang berpengaruh3..!. 

" A b d h m a n ,  Hukum Adat memrqt Peruhg-undangm Republik Indonesia 
Cendana Press, Jakarta, 1984, him. 60. 

28 Vernon Rich, Law and The ~dministration OfJustice, (New Ywk : John Wiley & Soni 
Jic), 1975, hlm. 299-3 15. 

29 Fleuilletau & Bruyn menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa kejahatan (rnisdrijven) 
dan pembunuhan (moorden doodslagzaken) banyak sekali di Hulu Sungai dan seringkali 
didiamkan saja, sementara para kohan atau kerabat dekatnya (bubuhan) berusaha rnenyelesaikan 
perkara itu dengan wanya sendiri. Tidak heran suatu pembunuhan akan diikuti oleh pembunuhan- 
pembunuhan berikutnya, yang dilakukan oleh kerabat dekat (bubuhan) si korban terhadap si 
pelaku atau para pelaku dan kerabat dekatnya. Kekhawatiran akan pembalasan dendam dari pihak 
si korban atau kerabat dekatnya terhadap si pelaku atau kerabat dekatnya sampai saat ini masih 
ada, khususnya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan luka-luka atau kematian 
bagi si korban, seperti penganiayaan dan kecelakaan lalu lintas, Lihat, Alfani Daud, Op. Cit. 

50 Bubuhan merupakan pengelompokan warga atau kerabat dekat di dalam masyarakat 
Banjar, sehingga dikenal dengan istilah bubuhan Banjar, bubuhan Garnbut abu bubuhan Hulu 
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Jika terjadi sengketa dan tidak dilakukan acara badamai diyakini akan 

merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan 

tradisional. Apalagi kalau sengketa itu berkaitan dengan peristiwa pidana semisal 

penganiayaan dan sebagainya, maka para tetuha (bubuhan) atau tokoh masyarakat 

berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, diupayakan 

pertemuan keluarga di antara kedua belah pihak yang saling bersengketa, 

diselenggrakanlah acara selamatan, bermaaf-maafan, dan terkadang disertai 

pe janjian untuk tidak memperpanjang persengketaan atau permusuhan di antara 

mereka. 

Bahkan di antara mereka (kedua belah pihak) diikat dalam persaudaraan 

yang lazim disebut dengan saling maangkat dangsanak maksudnya mereka 

dipertalikan sebagai keluarga atau dipersaudarakan. Di belakang hari pihak yang 

melanggar kesepakatan ini, akan mendapat sanksi, paling tidak akan dikucilkan 

dari pergaulan masyarakat. Sementara pihak lawan akan mengadukan pelanggaran 

kesepakatan tersebut ke aparat penegak hukum untuk diusut tuntas sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Tampaknya adat seperti ini memang umum berlaku di berbagai daerah di 

tanah air, namun pada prakti iya terdapat perbedaan mendasar, dan ada 

kekhususan pada pola penyelesaian sengketa hukum yang terjadi pada masyarakat 

Banjar. Ada nilai-nilai atau norma-norma yang hams dipatuhi dalam prosedur 

badamai yang hams ditempuh. Adanya prosesi upacara yang mengiringi 

penyelesain sengketa (adat badamai) yaitu baangkat dangsanak atau maangkat 
- - - - - - - -- 

Sungai untuk menyebutkan kelompok atau keluarga sebuah komunitas, lihat Alfani Daud, Ibidt, 
hlm. 125. 

3 '~ l fan i  Daud, I b i d. 198. 
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k ~ i t a n ~ ~  sebagai simbol tuntasnya sengketa. Dan prosesi itu diikuti dengan 

memercikkan air minyak likat b a b 0 r - d ~ ~ ~  (bahasa Banjar) di atas kepala para pihak 

sebagai simbol pengikat kedua belah pihak dalam persaudaraan dan dengan unsur- 

unsur ritual tersebut masing-masing pihak kembali dengan semangat barn. 

Kemudian ada sejumlah makanan yang harus disajikan semisal nasi ketan lengkap 

dengan intinya34 dan persyaratan l a i ~ ~ n ~ a ~ ~ .  

Penyelesaian secara badamat6 ini telah ada sejak masa dahulu menjadi 

hukum adat pada masyarakat Banjar yang dipelihara dan dilestarikan dari zaman 

ke zaman dan dari generasi ke generasi, bahkan telah ditetapkan dalam UUSA 

32 baangkat dangsanak atau mmgkal hitan kedua belah pihak dipersaudarakan rnenjadi 
saudara angkat atau orang tua angkat 

33 Minyak likat boboreh terbuat dari minyak kelapa yang dicampur dengan pengharum 
menurut Alfani Daud kelakuan seperti itu sering dilakukan dalam upacara bapalas bidan, dan 
bapalas kampung dan sebagainya, lihat Alfani Daud, Op. Cit, hlm. 125. 

34 Inti merupakan kelapa parut yang digoreng dengan gula jawra. 
35 Alfani Daud, I b i d ,  hlm. 198. 
;6 Penyelesaian peristiwa pidana dalam masyarakat hukum adat tidak begitu berbeda 

dengan cara-cara penyelesaian sengketa kepdataan. Ada dua pendekatan penyelesaian peristiwa 
pidana yaitu aspek magis dan aspek material. Aspek magis bertalian dengan upaya mengembalikan 
keseimbangan magis yang terganggu akibat peristiwa pidana yang d i s e l e n g p d a n  &lam bentuk 
upacara-upacara tertentu seperti menyediakan sesajen atau mengorbankan hewan sebagai tebusan. 
Yang agak ektrim adalah sanksi dalam bentuk mengeluarkan atau mengusir pelanggar dari 
lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Aspek material berkaitan dengan upaya 
merukunkan kembali hubungan antara pelaku (keluarga pelaku) clan korban (keluarga korban). 
Inipun ditakukan dengan berhagai upacara perdamaian antara kedua pihak. Bentuk lain adalah 
kewajiban pelaku (keluarga pelaku) melakukan sesuatu, seperti pemyataan bersalah, meminta 
maaf, memberi konvensasi atau denda tertentu. Praktek adat sangat memperhatikan kepentingan 
korban baik yang bersifat material maupun immaterial. Praktek-praktek ini tidak lain dari 
restorative justice yang telah menjadi tradisi masyarakat hukum adat. Ketika masa HIR (Bagian 
Pidana), perdamaian abu caracara penyelesaian hukum adat ini wajib dipertimbangkan oleh 
hakim apabila perkara itu berlanjut kepengadilan. Pada saat ini kewajiban tersebut berlaku dalam 
sistem otonomi khusus P a p  Putusan hakim perdamaian m e n w t  hukum adat, dapat dikukuhkan 
oleh pengadilan sehingga tidak diperlukan lagi proses peradilan. Praktek-praktek perdamaian, 
memberi-perhatian te&adap kepentingan kokan acap kali dijumpai dal& peristiwa pidana, 
termasuk di kota-kota. Seorang pelaku yang rnenabrak orang lain yang menimbulkan &era atau 
meninggal, tidak jarang serta merta berusaha memberi perhatian terhadap korban (keluarga 
korban). Cara-c&a tersebut dilakukan dengan mengambil tanggunGawab pengobatan, 
memberikan uang duka, meminta maat dan lain-lain. Bagir Manan, Restoratif Justice (Smtu 
Perkena/~),  dalam Varia Peradilan No. 247 Juni 2006, hlm. 3. 



(1825-1857)~~. Meskipun UUSA ini telah tidak diterapkan secara formal 

menyusul penghapusan kerajaan Banjar tahun 1860, namun substansi aturannya 

masih diakui masih relevan dengan kehidupan masa kini dan masyarakat 

mengakuinya sebagai sesuatu yang harus diperpedomani dalam kehidupan sehari- 

hari. Disamping adat badamai saat ini aturan tentang pertanahan malah 

mengadopsi UUSA~*, termasuk juga dalarn ha1 perilaku kehidupan beribadah 

dalam mendirikan tempat ibadah yang dipersyaratkan harus 40 buah mmah ke 

Utara, Selatan, Timur dan Barat. Juga dalam ha1 administrasi peradilan, bahwa 

sebelum lahimya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di Kalimantan 

masih menggunakan Kerapatan k ad hi^^ untuk daerah Kota Kabupaten dan 

Kerapatan Qadhi Besar untuk Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. 

Ada beberapa persyaratan adapt, yang dapat menjadi hukum adat yaitu: 

(1) adat merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, (2) nan teradat 

kebiasaan sudah dianggap sebagai lumrah atau lazim berlaku dalam masyarakat, 

(3) diadatkan, bahwa ha1 itu sudah diberikan sesuatu yang seolah-olah menjadi 

kewajiban, dan (4) adat akan menjadi hukum adapt yang menumt B. Ter Haar 

berdasarkan beslissingenleer theore (teori keputusan) bahwa hukum adat itu telah 

pernah diputuskan oleh penguasa adat. Kemudian V. Vollenhoven menggunakan 

teori sanksi, yaitu bahwa adat akan menjadi hukum adat apabila terhadap 

37 Amir Hasan Kiai Bondan, Suluh Seajarah Kalimantan, M.A.I., Pertjeakan Fadjar, 
Bandjarmasin, Tjetakan Perbma, 1953, hlm., 153-155. 

38 Laporan Penelitian, Kedudukan TanakTanah Adat di Kalimantan Selatan pada 
Simposium UUPA dan Kedudukan T m h  Adat Dewasa ini, BPHN Banjarmasin 1977, juga hasil 
penelitian Fakultas Hukum Unlam, Banjamasin, 1978. 

39 Abdurrahman, Menyongsong Pelahaman Kewenangan Baru Peraddan A g m  di 
Indonesia, Orasi llmiah dalarn acara Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAM Antasari 
Banjarmasin, 4 September 2006. Lihat Abdurrahman, Paradigma Baru Tentang Kewenangan 
Peradilan Agama di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar dalam rangka Rapat Kerja 
para Dekan Fakultas Syari'ah seluruh Indonesia di Banjarmasin tanggal 19 September 2006. 



pelanggarnya dikenai s a n k ~ i ~ ~ .  Tampaknya adar bahmai dapat dikategorikan 

sebagai hukum adat, karena dia memenuhi beberapa kriteria sebagaimana 

dikemukakan oleh para ahli tersebut, yaitu adanya sanksi dan adat tersebut telah 

menjadi keputusan pemangku adat atau tokoh masyarakat yang pada saat itu 

diperankan oleh sultan Banjar. 

Naskah Undang-Undang sultan Adam tersebut memuat beberapa 

ketentuan tentang badamai yaitu: 

Pasal 3: Tiap-tiap tatuha kampung kusuruh akan memadai anak buahnya 
dengan bermufakat, astamiyah Iagi antara kerabat supaya jangan banyak 
bicara dan perbantahan 
Pasal 21: Tiap kampung Mau ah perbantahan isi kampungnja ija itu 
tetuha kampungnja kusuruhkan mernbitjarakan mupaqat-mupaqat Zawan 
jang tuha-tuha kampungnja itu Iamun tiada Guga dapat membitjarakan 
ikam bawa kepada hakim. 
Pasal 28: Siapa-siapa jang hendak bahuma di &am halabiu atau negara 
atau banua lainnja maka jaitu t i a h  boleh orang halabiu atau negara atau 
Iainnja rnanangat dan tiada boZeh orang meakui watas jang tiada 
usahanja dan pahumaannja dan t i a h  boleh orang maharu-bin. 
Pasal 29: Mana-mana pahng jang ditinggalkan orang kira-kira dua 
musim atau lebih rnaka kembali &di padang-pahng dan tiada tanda 
miliknja seperti tetanarnannja atau galangannja atau sungainja jang 
menghidupi tanahnja itu maka digawi pula oleh orang jang Iainnja itu 
serta ditetapinja maka tiah Rubarikan orang jang dahulu itu 
menghendaki Iagi atau menuntut kepada hakim. 
Pasal30: Mana-mana orang ang kababaran jang tiada mengaku berzina 
jaitu pahhkan kajah diaku. 4 /  

40 Moh. Koesnoe, Hukurn A& (Dalam Alum Kernerdekaan Nasional dan Persoalannya 
rnenghadapi Era Globalismi), Editor H. Siti Skndari, SH dan Agni Udayati, Ubhara Press, 
Surabaya, 1996, hlm. 60. 

4 1 I b i d hlm. 177. Lihat J.J. Ras, Hikayat Banjar, Study in Malay Historiography (The 
Hague : Martinus Nijhoff, 1968), Lihat Gazali Usman, Kerajaan Banjar Sejarah Perkernbangan 
Politik, Ekonorni Perdagangan dan Agarna Islam, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,, 
1994, hlm. 189, lihat M. ldwar Saleh, Sekilm Mengenai Daerah Banjar dan Kebdzyaan 
Sungairrya sarnpai Akhir Abad 19, Moseum Lambung Mangkurat, Propinsi Kalimantan Selatan, 
1983, hlm. 230. Ada beberapa naskah UUSA ini setidak-tidaknya ada 4 naskah yaitu menurut 
versi Amuntai, versi Martapura, menurut versi Kiai Hasan Bonda, versi JJ Ras s e o m g  Belanda, 
yang mana masing-masing versi meniuat pasal dan bab yang berbeda meskipun substansinya 
sama Namun nasakah aslinya diprediksikan masih tersimpan di negeri Belanda. Lihat "Undang- 
undang Sultan Adam", judul asli "Oendang-wradang Soellan Adam (1835)", dalam 
Adatrechtbundel XIII-('sGravenhege : Martinus Nijhoff, 195 1). Lihat Joekes, A.M. (1 9 17), "De 



Pasal 3: Tiap-tiap Tetuha kampung untuk saling menasehati khususnya 
kelarganya dan anak buahnya agar selalu bermufakat dun 
bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekcokan. 
Pasal 21: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka 
diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, 
bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim. 
Pasal28: Setiap warga dalam wilayah kerqjaan untuk mengerjakan sawah 
khususnya di daerah Alabio, Negara atau lainnya, tidak diperbolehkan 
penduduk I a i q a  untuk melarangnya dan tidak boleh seseorang mengakui 
batas sebidang tanah yang ti& dikerjakan . 
Pasal 29: Tanah bekm ladang yang ditinggalkan oleh penggarapnya 
selama dua tahun atau lebih, kembali menjadi padang atau tanah yang 
tidak ada memilikinya dengan syarat tidak ada bekas-bekm tanda yang 
memilikinya seperti galangan atau tanggul, sungai yang digali untuk 
mengairi sawah itu, tanah itu kembali menjadi tanah yang tidak ada yang 
memiliki dan tidak boleh menuntut kdau orang lain mengerjakannya. 
Pasal 30: Seorang perempuan yang melahirkan secara paksa (aborsi) 
tanpa suami dan tidak mengaku ia benina, h a m  dilaprkan kepada 
sultan untuk menetapkan jenis hukunmvya. 

Pasal-pasal tersebut melahirkan beberap prinsip utama, asas-asas hukum 

atau norma hukum yang berlaku pada masyarakat Banjar, di antaranya masyarakat 

Banjar memiliki kepedulian yang besar terhadap pengendalian sosial, tanggung 

jawab sosial, peran dan h g s i  tokoh masyarakat dalam menciptakan ketertiban 

dan ketenteraman m a ~ ~ a r a k a t , ~ ~  gotong royong (gawi sabumi), kebersamaan 

(kayuh baimbai), kegigihan berusaha, semangat pantang menyerah (waja sampai 

kaputing).43 Di masyarakat Banjar sampai tahun 60 dan 70-an para pemuda dan 

pemudinya masih menganggap aib berpacaran secara terbuka 

Dalarn masalah pembukaan sawah clan tanah ada beberapa prinsip atau 

norma yang berkembang di antaranya tanah harus memberikan manfaat kepada 

Wet v a n  Sultan Adam v a n  Baradjermmin v a n  1835" &am De Itdische Giak, Tahun ke-3,1881, 
Jilid 11. hlm. 146-179. 

42 Peran tokoh rnasyarakat sangat berkaitan dengan pengendalian sosial dan pelaksanaan 
hukurn secara prosedural 

43 lstilah ini digunakan oleh Pangeran Antasari untuk mengobarkan sernangat para 
perajurrit dalarn berperang melawan colonial Belanda. 
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masyarakat oleh karena itu ada ketentuan tentang tanah ter1antar:"arus 

menyerahkan kepada mereka yang mampu mengelola disebut dengan istilah tanah 

gigi atau gugu. 

Semangat pasal21 UUSA sampai kini tetap menjadi landasan norma dan 

perilaku dalam masyarakat Banjar. Bahkan sampai sekarang masih menjadi suatu 

tradisi rnarnat~t,~' sebagai lembaga hukum secara tradisi dalam menyelesaikan 

persengketaan untuk dirukunkan kembali, sehingga tidak te rjadi perasaan dendam 

antara kedua belah pihak. 

Dalam sejarah kerajaan Banjar, Sultan Adam A1 Watsiq Billah merupakan 

raja ke-18 sejak raja pertama (Pangeran Suryanata), dan beliau adalah sultan yang 

ke-12 dari sultan yang sudah memeluk Islam. Beliau adalah seorang Sultan yang 

kuat ibadah dan berhasil menerapkan hukum Islam di Kerajaan Banjar Benua 

Lima yang beliau wujudkan dalam suatu undang-undang yang kelak bernama 

Undang-Undang Sultan Adam. Tujuannya tidak lain agar rakyatnya benar-benar 

menjalankan ajaran AhIus Sunnah ~ a ~ a m a  'ah,& dan memasukkan lembaga 

44 Penguasa dapat menggunakan kewenangan mendistribusikan tanah terlantar itu kepada 
rnereka yang mampu mengelola. Ada ketentuan bahwa rnasyarakat berhak membuka tanah (ihyaul 
rnawat) dan hams mampu mengelolanya agar produktif, namun jika tidak mampu mengelola dan 
tanah itu terlantar sampai tiga rnusim, maka penguasa berhak mengambilnya untuk diserahkan 
kepada pihak lain yang mampu. 

45 Yaitu mendamaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa, seperti kasus 
pelanggaran hukum seperti perkelahian. Lihat Gazali Usman, Op. Cit. hlm. 184- 1 85.. 

46 Pada rnasa itu berkembang pernahaman Tasauf yang dikembangkan oleh Abu Hamid 
Abulung yang menegmbangkan paham Wihdatul Wujud Ibnu Arabi dan Abu Yazid Bustami yang 
dinyatakan sebagai paham sesat oleh Syekh Arsyad al Banjari, sehingga Sultan Adam al wasik 
Billah (1825-1857) mengeluarkan W S A  (1835), sebagairnana pasal 1 yang rnenyatakan : Adapun 
perkara yang pertama aku suruhkan kalian ra 'yatku laki-laki dan bini-bini beri 'tikad ahlul sunnah 
wal-jama'ah a h  jangan seorang juapun jang beri 'tikad ahlul bidad, Lihat Ahmad Gazali 
Usrnan, Urang Bwar dalm Sejarah, Universitas Lambung Mangkurat, Juli 1989, hlm. 6 1. 



keagamaan dalam struktur pemerintahamya yang langsung pelaksanaannya 

dipimpin oleh Hakim Tinggi yang terdiri dari Mufti, Qadhi, dan ~ h a l i f a h . ~ ~  

UUSA adalah dokumen sejarah hukum untuk tanah Banjar yang 

merupakan sumber hukum bagi ketentuan hukum yang berlaku di tanah Banjar 

pada masa-masa lampau. Malah ada bagian-bagian tertentu dari ketentuan yang 

terdapat di &lam pasal-pasal UUSA tersebut sampai kini masih berlaku, semisal 

adat badamai, ketentuan tentang pertanahan dan sebagainya. 

Ketiga, secara filosofis patut dipertanyakan mengapa masyarakat 

berkecenderungan menyelesaikan konflik atau sengketa hukum melalui adat 

badamai. Apakah melalui solusi tersebut mereka merasakan adanya keadilan. 

Lalu bagaimana kedudukan adat badamai tersebut dalam sistem penegakan 

hukum nasional pada masyarakat Banjar. Apakah dengan dilaksanakannya 

perdamaian adat ini masyarakat menganggap semua persoalan sudah selesai, lalu 

bagaimana hubungannya dengan sistem hukum pidana yang mengharuskan si 

pembunuh harus dihukum (dalam kasus pidana). Apakah dengan dilaksanakannya 

proses badamai dengan sendirinya menggugurkan tuntutan hukum atas pelaku. 

Kajian ini semakin menarik mengingat aspek-aspek adat badamai ini melingkupi 

hukum prosedural yang wilayah yurisdiksinya tidak mengenal pembagian formal 

sebagairnana hukum modem yang memilah hukum ke dalam hukum perdata dan 

hukum pidana. 

Sementara itu adat badamai ini mencenninkan rasa tanggung jawab warga 

bubuhan terhadap sengketa yang sedang terjadi pada salah seorang warga 

47 M a ~ q i b  Sultan Adam Al-Watsiq Billah, Mmlapura Kalimantan Selatan, Yayasan 
Sultan Adam, 2001. 
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bubuhannya. Bubuhan (orang) Banjar merasa malu apabila setiap sengketa hukum 

atau konflik yang dialami oleh salah seorang warga bubuhan tidak dapat 

diselesaikan secara badan~ai.~"ebab ha1 ini menunjukkan lemahnya solidarits 

bubuhan dan dapat dimaknai pula bahwa tanggung jawab sosial tokoh bubuhan 

sudah tidak ada, sehingga dengan sendirinya martabat bubuhan akan tercoreng. 

Terlebih kalau kasus sengketa itu diselesaikan melalui hukum formal. Oleh 

karena itu adat  badamai merupakan upaya memelihara martabat bubuhan, dan 

harga diri orang Banjar. 

Ada anggapan yang mengatakan bahwa badanmi merupakan penyelesaian 

keperdataan saja antara si pelaku dengan si korban, sedangkan mengenai aspek 

pidananya akan bejalan sesuai dengan tuntutan berdasarkan sistem penegakan 

hukum yang berlaku secara formal prosedural.49 

Berangkat dari latar belakang di muka, maka penulis beranggapan bahwa 

semangat hukum yang hidup pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai 

sengketa termasuk dalam ha1 ini adat badanmi bersumber dari kearifan tradisional 

mestinya jangan dibiarkan menjadi nilai-nilai yang terisolasi dan terlepas dari 

sistem penegakan hukum pidana secara nasional. Namun hendaknya dapat 

dijadikan sebagai bahan atau sarana pembangunan masyarakat dan hukum itu 

sendiri, sehingga dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum 

nasional. Hal inilah yang menjadi persoalan krusial yang dihadapi oleh bangsa ini 

48 Beckmann-Keebet von, Benda, 1984, The Broken Stair W q s  to Consensus : Village 
,.itsrice and Courts in Minangkabau, Dordrecht : Fons Publications. Lihat Daniel. S. Lev, Judicial 
Imtiiutiom and Legal Cullure in Indonesia, Koleksi IMPRESS Yogyakarta, 280-281. 

49 Ahrnadi, Op. Cit., hlm. 65. 
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pada satu sisi kita menginginkan penyelesaian yang komprehensif terhadap 

persoalan-persoalan sosial yang terjadi karena dianggap memenuhi rasa keadilan, 

kepastian dan keman faatan. 

Sementara sistem penegakan hukum terutama hukum pidana tidak 

mengakui penyelesaian secara ADR (Alternative Dispute Resolution) atau 

penyelelesaian di luar pengadilan. Padahal penyelesaian badamai sudah 

melembaga pada sebagian masyarakat lokal termasuk pada masyarakat Banjar. 

B. Perurnusan Masalah 

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi adat badanmi pada masyarakat Banjar? Apa yang 

memengaruhi keberadaan adat badamai pada masyarakat Banjar? 

2. Bagaimana peranan adat badami dalam penyelesaian perkara perdata 

maupun dalam perkara pidana? 

3. Bagaimana politik hukum nasional dalam menyelaraskan antara pola 

penyelesaian sengketa dengan adat badamai dengan Sistem Hukum 

Nasional? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud clan tujuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan eksistensi adat badamai pada masyarakat Banjar dan 

menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhinya. 

2. Menjelaskan peranan adat badamai dalam penyelesaian sengketa dalam 

perkara perdata maupun dalam aspek pidana. 
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3. Menjelaskan politik hukum nasional dalam upaya smenyelaraskan 

penyelesaian sengketa berdasarkan adat badamai dengan sistem hukum 

nasional. 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih dalarn hal: 

1. Mendeskripsikan alasan-alasan juridis sosiologis tentang efektivitas adat 

badamai dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat, sehingga secara 

teoretis hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan teori-teori, 

premis-premis, dan konsep-konsep yang telah ada mengenai fungsi hukum 

dalam masyarakat sebagai sarana penyelesaian konflik dalam sistem 

penegakan hukum Indonesia. 

2. Mendeskripsikan adat badamai pada masyarakat Banjar sekaligus 

menjelaskan tentang tingkat ketaatan hukum dalam penyelesaian sengketa, 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan kebijakan 

sistem penegakan dan supremasi hukum di era reformasi dan otonomi 

daerah. 

3. Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam 

mereposisi adat badamai dalam sistem penegakan hukum nasional, 

sehingga sistem penegakan hukum benar-benar memperhatikan hukum 

yang hidup dan rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut hasilnya 

diharapkan &pat meredam merebaknya berbagai peristiwa 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, mencegah 

terjadinya kerusuhan clan pertikaian yang selama ini terjadi di masyarakat 
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akibat tercerabutnya sistem dan mekanisme kearifan tradisional yang 

sudah melembaga secara turun temurun. Dalam konteks inilah penelitian 

dirasakan cukup signifikan untuk dilakukan. Terutama dalam rangka 

melihat hukum masih berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. 

D. Kerangka Teori 

Dalam konteks adat badamai ada dua konsep yang harus dijadikan kajian. 

Pertama, adat badainai sebagai produk budaya hukum yang hidup dalam 

masyarakat Banjar, merupakan implementasi beke janya hukurn sebagai sarana 

penyelesaian sengketa. Kedua, adat badamai merupakan ceminan solidaritas 

warga bubuhan untuk mempertahankan martabat dan harga diri akibat terjadinya 

sengketa yang te jadi. Sementara masyarakat senantiasa hidup secara dinamis, di 

mana segala tindak kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu keniscayaan terjadi 

di dalamnya. Adat Badanmi merupakan refleksi dari upaya memelihara tatanan 

harmoni perlu dikembangkan dalarn konteks pengembangan ataupun pembinaan 

hukum nasional yang berlandaskan Pancasila di era refomasi. 

Kajian rnengenai hukum sebagai penyelesaian konflik pada masyarakat 

Banjar merupakan sebuah studi sociological jurispnrdence tentang behngsinya 

hukum dalam masyarakat. Fokus utarna dalam kajian ini adalah ingin 

rnenjelaskan tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat sebagai sarana 

penyelesaian sengketa. Pangkal tolaknya adalah ungkapan Eugen Ehrlich (1 862- 

1922) yang menyatakan inti dari perkembangan hukum bukan terletak pada 

bidang legislasi (perundang-undangan), bukan pula pada ilmu hukum, bukan pula 

pada keputusan-keputusan hakim akan tetapi hukum terletak dalarn masyarakat 



sendiri. Ehrlich mengemukakan bahwa: the centre of gravity of legal development 

has not been legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision but in 

society itse@'O 

Roscoe Pound (1968) salah seorang pendukung Sociological 

Jurispnrdence, mengatakan, hukum dapat behngs i  sebagai alat merekayasa 

masyarakat (law as a tool of social engineering):' tidak sekedar melestarikan 

status quo. Berbeda dengan mazhab sejarah yang mengasumsikan hukum itu 

tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat, sehingga 

hukum digerakkan oleh kebiasaan. Fredrick Carl. Van Savigny (1799- 185 1) 

sebagai tokoh mazhab sejarah menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat 

melainkan lahir di dalam bangsa itu sendiri sebagai pencerminan dari jiwa bangsa 

atau semangat bangsa (Historische ~echrsscheol).~~ Sociological Jurisprudence 

berpendapat sebaliknya, hukum justru yang menjadi instrumen untuk 

mengarahkan mas yarakat menuj u kepada tuj uan yang diinginkan, bahkan kalau 

perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif.j3 

Di Indonesia, konsep Pound ini dikembangkan oleh Mochtar 

Kusumaatrnadja. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 

ini, hukum (di Indonesia) tidak cukup berperan sebagai alat, tetapi juga sebagai 

sarana pembaruan m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

W. Friedmann, Legal Theory, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, Fifth Edition, 
Third Indian Reprint, 2003, hlrn. 248. Curson, L.B., Jurisprudence, Estovor : Macdonald an6 
Evans 1979, hlrn. 144.. 

51 Curzon, L.B, I b i d., hlrn. 148. 
52 Curson, L.B.,, I b i d., hlrn. 154. Van Scholten, Loc. Cit. 
" Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Fils@ Hukum (Apa dan Bagaimana 

Fils- Hukum Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 194. 
54 Mochtar Kusurnaabnadja, KonsepKonsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan 

Karya Tulis), Alumni Bandung, 1999, hlrn. 13. 
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Mochtar melihat, urgensi penggunaan pendekatan sosiologis dengan 

mengambil model berpikir Pound ini, lebih-lebih dirasakan oleh negara-negara 

berkembang daripada negara-negara maju. Hal itu tidak lain karena mekanisme 

hukum di negara-negara berkembang belum semapan di negara maju. 

Hukum dalam konsep Mochtar tidak diartikan sebagai "alat" tetapi sebagai 

"sarana" pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep 

tersebut adalah : (I) bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan 

dan pembaharuan memang diinginginkan, bahkan mutlak perlu, dan (2) bahwa 

hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke 

arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Untuk itu 

diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang- 

undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis ini hams 

sesuai dengan hukum yang hidup dalarn masyarakat. Sebenarnya, konsep Mochtar 

ini tidak hanya dipengaruhi oleh Sociological Jurisprudence, tetapi juga oleh 

Pragmatic kgal real ism. '' 
Lebih j auh lagi, Mochtar berpendapat bahwa pengertian "sarana" lebih 

luas daripada "alat" (tool). alasannya (I)  di Indonesia peranan perundang- 

undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya, jika 

dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang menempatkan yurisprudensi 

(khususnya putusan Supreme Court) pada tempat lebih penting, (2) konsep hukum 

sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan 

"legisme" sebagaimana pernah diadakan pada jaman Hindia Belanda, dan di 

55 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit. hlm. 197. 
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Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak 

penerapan konsep seperti itu, dan (3) apabila "hukum" di sini termasuk juga 

hukum intemasional, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat 

sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini resmi sebagai landasan kebijakan 

hukum n a s i ~ n a l . ~ ~  

Selanjutnya Mochtar menegaskan: 

Dari uraian di atas kiranya jelas bahwa walaupaun secara teoritis konsepsi 
hukum yang melandasi kebijaksanaan hukum dan perundang-undangan 
(rechts politik) sekarang ini diterangkan menurut peristilahan atau konsepsi- 
konsepsi atau teori masa kini (modern) yang berkembang di Eropa dan di 
Arnerika Serikat, namun pada hakekatnya konsepsi tersebut lahir dari 
masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan 
dipengaruhi faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarkat dan bangsa 
kita.57 

Dalam perbincangan tentang peran hukum dalam penanggulangan konflik 

sosial muncul persoalan apakah sebagian besar peranan yang dapat dimainkan 

oleh hukum untuk dijadikan senjata dalam mengatasi berbagai konflik sosial yang 

terjadL5' 

Persoalan ini muncul mengingat selama ini dalam mengatasi berbagai 

konflik sosial pemerintah lebih banyak mengambil pendekatan nonhukum 

ketimbang mendayagunakan hukum sebagai upaya utama. 

Hubungan masyarakat dengan hukum dapat dipahami melalui adagium 

tentang hubungan hukum dengan masyarakat sebagaimana pada satu abad 

sebelum Masehi dicetuskan oleh Cicero. Ubi sociatas, Ibi ius yang dicetuskannya 

56 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, I b i d .  hlm. 196. 
57 Mochtar Kusumaatmadja, Loc. Cit. 
58 Austin Turk, Law as a Weapon in Sosial Conflict, sebagaimana dikutip oleh 

Abdurrahman dalam tulisannya "Peranan Hukum dalam Penanggulangan Konflik sosial" pada 
Jurnal Hukum dan Pemikiran Syariah Nomor 1,  Tahun 2, Januari-Juni 2002. 
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menjadi adagium yang sangat terkenal dan secara sederhana dapat memberi 

gambaran yang lengkap tentang hubungan hukum dengan masyarakat. Tiada 

masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Hukum diadakan 

oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk hubungan, masyarakat - hukum - masyarakat. Hukum 

dibentuk oleh, dan diberlakukan untuk masyarakat. 59 

Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. Oleh karena menurut 

Leopold ~ o s ~ i s i l ~ ~  tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak 

ada masyarakat tanpa adanya hukum. Hukum ada di dalam masyarakat yang 

paling bersahaja sekalipun. Karena hukum d irasakan dapat menata kehidupan 

masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat seperangkat norma, 

kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

atau yang mendasari prilaku dan tindakan mereka. 

J.F. Holleman mengemukakan bahwa di Indonesia pada tingkat rakyat 

jelata sarana penyelesaian sengketa tern beroperasi menurut norma-norma dan 

kebiasaan-kebiasaan yang diterima masyarakat setempat. Tergantung pada jenis 

pelanggaran yang dilakukan dan ganti rugi yang dicari, sarana-sarana tersebut 

sering lebih disukai daripada lembaga peradilan yang secara resmi6'. Keadilan 

59 Lili Rasjidi, Fils& Hukum, Alumni, Bandung, 1990m hlm. 69. Lili Rasjidi, Hukwn 
Sebagai Suatu Sistem, Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm. 100. 

60 Leopold Pospisil, Hukum, Bentruk Atribut don Penerapannya, &dam Antropologi dan 
Hukum sebuah Bunga Rampai, Penyunting T.O. Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, 2000, hlm. 65. 

6 1 J.F. Holleman, Kasus-hus Sengketa dan Kasus-hus Di luar Sengketa &lam 
pengkajian Mengenai Hukum Kebiasaan don pembentukan Hukum dnlam Antropologi Hukum 
sebuah Bunga Rampai, Penyunting T.O. Ihromi, Yayasan Obor, Jakarta, 1993. hlm. 84. 



merupakan tonggak utama masyarakat demikian Sony Keraf berpendapat dengan 

mengutip Adam 

Sony Keraf mengem ukakan bahwa: 

Keadilan adalah syarat niscaya bagi keberadasan dan kelangsungan hidup 
masyarakat manapun. Sebagai aturan main bagi relasi sosial' manusia, 
keadilan adalah prasyarat yang hams ada bagi adanya masyarakat. 
Keadilan adalah tonggak utama yang menunjang seluruh bangunan 
masyarakat. Jika tonggak ini disingkirkan, bangunan masyarakat yang 
megah dan raksasa .. pasti akan hancur berantakan. Karena itu masyrakat 
tidak bisa bertahan diantara mereka yang setiap saat siap untuk saling 
melukai dan merugikan satu sama lain. singkatnya keadilan adalah 
keutamaan moral yang utama dan niscaya, dalam pengertian bahwa 
masyarakat tidak mungkin ada tanpa kead i~an .~~  

Untuk menegakkan keadilan diperlukan pengadilan. Akan tetapi tidak 

mungkin orang hanya mengharapkan keadilan melalui pengadilan semata. Marc. 

Galanter menekankan bahwa keadilan itu dapat ditemukan pada banyak 

mangan6?. Hal ini memang berkaitan dengan membanjirnya perkara yang masuk 

ke lembaga pengadilan. Karena itu Galanter mengemukakan bahwa : 

Terdapat kekhawatiran bahwa lembaga peradilan akan dibanjiri oleh beban 
perkara yang semakin membengkak, dibarengi oleh kekesalan terhadap 
cepatnya orang membawa sengketa ke pengadilan dan cepatnya pihak 
pengadilan bersedia menggarap masalah-masalah yang tidak layak 
diperkarakan. Pada pihak lain, menurut Galanter terdapat perhatian supaya 
ada jangkauan keadilan terhadap kelompok-kelompok dan berbagai 
kepentingan yang mengalami hambatan dalam memperoleh kesempatan 
mengutarakan keluhan h ~ k u r n n ~ a ~ ~  

Paham yang cukup dominan menurut Galanter adalah pandangan yang 

menganggap bahwa keadilan yang dicari adalah produk yang dihasilkan atau 

setidak-tidaknya didistribusikan secara ekslusif oleh negara. Paham ini disebut 

62 Abdurrahrnan, Op.Cil., hlm. 50 
" Abdurrahrnan, I b i d 
64 Marc. Galanter, Op. Cif.hlrn. 94. 
65 Marc. Galanter, 1 b i d., hlm. 5 1. 
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sebagai legal centralism (sentralisme hukum). Menurut Abdurrahman paham 

inilah yang dianut oleh penguasa Orde Baru selama berkuasa di Indonesia selama 

tiga dasawarsa. Paham ini pulalah kiranya yang mendasari Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman yang kemudian diamandemen dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dari berbagai ketentuan 

yang mengatur peradilan di seluruh Indonesia yang secara tegas menyatakan 

bahwa sernua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan 

negara dan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal3 ayat ( I ) ) . ~ ~  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang bisa saja memperoleh 

keadilan di luar pengadilan. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang signifikan 

dalam prosedur dan kekuatan putusan pengadilan (in court) jikalau dibandingkan 

dengan di luar pengadilan (out court). Pertama bahwa kerahasiaannya akan 

tejamin karena sidangnya tidak terbuka untuk umum, kedua putusannya 

merupakan kehendak kedua belah pihak, sehingga ini lebih bersifat kekeluargaan, 

dan ketiga alternative dispute resolution (ADR) melahirkan win-win solution, 

sedangkan di pengadilan win-lose ~ulotion.~' 

-- 

66 Abdurrahman, I b i d, hlm. 5 I .  
67 Joni Ernirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan (Negosiasi, 

Mediasi, Konsiliasi & Arbitrasi), PT. Gramedia Pustaka Utarna, Jakarta, 200 1 .  
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E. Kajian Pustaka 

Banyak hasil penelitian yang membahas tentang penegakan hukum 

dikaitkan dengan aspek budaya hukum (hukum adat) yang dilakukan oleh para 

peneliti terdahulu diantaranya; Jawahir Thontowi (1997) dalam disertasinya yang 

be judul Law and Custom in Makmar Society : The Interaction of Local Custom 

and The Indonesian Legal System in Dispute Resolution, meneliti tentang hngsi 

hukum, dikaitkan dengan budaya kekerasan pada masyarakat Bugis M a k y r  

dalam mempertahankan martabat. Hal ini juga dikaitkan dengan p&ek 

penegakan hukum dan kearifan lokal mengenai penyelesaian konflik pada 

masyarakat Makasar di Sulawesi Selatan. 

Desertasi tersebut menjelaskan bahwa budaya Siri' pada masyarakat 

Makasar merupakan budaya khas lokal yang mentolerir seseorang membunuh 

dalam upaya mempertahankan martabat dan kehormatan atau harga diri keluarga. 

Membunuh karena Siri' dalam adat Hukum Adat Makasar dipandang sebagai 

kewajiban adat, bukan kejahatan, malah merupakan kebanggan dan mendapat 

kehormatan. Namun dalam sistem hukum Nasional tetap, perbuatan membunuh 

untuk alasan kehormatan dan martabat serta harga diri keluarga, kerabat atau 

kaumnya, tetap sebagai kejahatan dan bertentangan dengan hukum. Hanya saja 

kelebihan kasus-kasus Siri' yang bertalian dengan upaya mempertahankan 

martabat, keluarga seperti kawin Ian dan sebagainya dalam proses peradilan betul- 

betul dijadikan bahan pertimbangan. Sehingga hakim majelis dalam suatu 
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persidangan umumnya sepakat jika pembunuhan Siri' dijadikan alasan peringan 

h ~ k u m a n . ~ ~  

Demikian pula A. Latief Wiyata (2000) dalam disertasinya mengangkat 

budaya carok pada masyarakat Madura dengan judul disertasi Carok Konzik 

Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. Kedua hasil penelitian ini nampaknya 

memiliki kemiripan, namun Wiyata nampak sekali tidak melakukan kajian secara 

normatif berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi lebih berusaha mengkritisi 

budaya carok dari aspek sosiologis antropologis semata. Sebagaimana kesimpulan 

penelitiannya pada halaman 229 dijelaskan carok adalah institusionalisasi 

kekerasan dalam masyarakat Madura yang memiliki relasi sangat kuat dengan 

faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama dan 

pendidikan.69 

Carok sebagai suatu institusionalisasi kekerasan yang secara historis telah 

dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura sejak beberapa abad lalu. Selain 

mempunyai kaitan dengan Eaktor-faktor tersebut tampaknya juga tidak dapat 

dilepaskan dari faktor politik, yaitu lemahnya otoritas Negarflemerintah - sejak 

sebelum dan sesudah kemerdekaan - mengontrol sumber-sumber kekerasan serta 

ketidakmampuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat akan rasa 

keadilan. Carok juga merupakan kekurangmampuan para pelaku carok 

mengapresiasikan budi bahasa oleh karena mereka lebih mengedepankan 

perilaku-perilaku agresif secara fisik untuk menghilang~an nyawa orang-orang 

Jawahir Thontowi (1997) dalam disertasinya yang berjudul Lmu and Custom in 
Makasar Smieg : The Interaction of Local C w o m  and The Indonesian Legal Sistem in Despzde 
Resolution, Madyan Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 

69 A. Latief Wiyata, Carok Konjlik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, LKis, 
Jogjakarta, 2002, hlm. 23 1. 



yang dianggap musuh sehingga konflik yang berpangkal pada pelecehan harga 

diri tidak akan pernah mencapai rekonsiliasi. 

Carok selalu dilakukan sebagai tindakan pembalasan terhadap orang yang 

melakukan pelecehan harga diri - terutama gangguan terhadap istri (perempuan) - 
yang menyebabkan orang Madura rna10.~~ 

Predikat sebagai orang jago merupakan kebanggan tersendiri bagi para 

pemenang carok. Oleh karena konsep kebudayaan antara lain mencakup pula 

sistem ekonomi, dalarn arti antara para pendukung kebudayaan saling 

mempertukarkan simbol-simbol budaya - baik berupa sikap maupun perilaku - 

bemuatan makna, maka camk bagi sebagian pelakunya dianggap sebagai alat 

untuk mengkomunikasikan simbol-simbol tentang sikap dan perilaku kekerasan 

pada lingkungan kerabat dan lingicungan s o ~ i a l n ~ a . ~ '  Tindakan carok sangat 

memungkinkan te jadinya tindakan kekerasan berikutnya. Dalam konteks ini, 

camk bukan mempakan cam penyelesaian konflik melainkan lebih merupakan 

proses reproduksi kekerasan yang akan selalu menimbulkan tindakan-tindakan 

kekerasan baru (carok turunan). 

Memang keberadaan hukum adat mengalami perkembangan yang statis 

dan posisinya semakin te jepit, dilematis ketika berhadapan dengan politik hukum 

nasional. Selama masa orde baru nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat tidak 

70 Hal ini mencerminkan kekerasan dimonopoli suarni (laki-laki) terhadap istri 
(perempuan). Hal ini ditandai oleh adanya perlindungan secara berlebihan (over protection) 
terhadap istri (perempuan) seperti tam@ pa& pola pemukiman taneyan lanjang, tata cara 
penerimaan tamu (khususnya laki-laki ), cara pakaian dan model pakaian (fashion), kebiasaan 
melakukan perkawinan antarkeluarga (klin group endogamy) khususnya melakukan perkawinan di 
bawah umur, dan sebagainya Hlm. 232. 

7 '  Hal ini tampak pada perilaku harnpir semua pelaku carok yang dengan sengaja dan 
pemuh rasa bangga menyimpan benda-benda yang pemah dipergunakan ketika melakukan carok 
atau dengan sengaja menguburkan korban carok di pekarangan rumah. 



pernah mendapat tempat dan pengakuan yang memadai dari pemerintah, malah 

seiring dengan kebijakan pemerintah menerapkan paham legisme dengan 

kebijakan kod@kasi dan uniJkasi, yaitu hanya mengakui keberadaan hukum 

tertulis dan hanya ada satu hukum tertulis yang berlaku secara nasional, 

sehingga dengan sendirinya politik unifikasi dan kodifikasi tersebut seolah-olah 

membatasi dan malah tidak mengakui eksistensi nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Abdun-ahman (2002) juga pernah melakukan penelitian tentang Hukum 

Adat Dayak tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Kalimantan Tengah 

dengan judul Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Hukum Adat Dayak di 

Kalimantan Tengah. Dalarn kajian tersebut ia mendeskripsikan peranan hukum 

adat Dayak yang memiliki kearifan tradisional tidak mampu berhadapan dengan 

kecanggihan teknologi dan modernisasi Negara. Sementara Penegakan Hukum 

dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan sangat terbatas dan memiliki 

kelemahan." 

Penyelesaian sengketa lingkungan dianggap ada jika telah tejadi 

kerusakan lingkungan. Pada aspek yang -lain, klaim adanya tuntutan adalah 

apabila terjadi perselisihan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya 

atau diduga adanya pencemaran dan latau perusakan lingkungan Hidup. 

Penyelesaian kasus sengketa lingkungan secara tradisional menurut 

ketentuan hukum adat di kalangan masyarakat Dayak hanya terbatas pada kasus- 

kasus "kecil" dalam bentuk sengketa antara warga masyarakat seperti dalam kasus 

72 Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menuru Hukum Adal Dayak 
Disertasi, Program Pasca sarjana Fakultas Hukurn Universitas Indonesia, 2002, hlm. 90. 



perladangan, di mana seseorang yang membakar hutan mengakibatkan 

terbakarnya ladang orang lain. Kepada mereka ysng bersalah dikenakan denda 

adat. Penyelesaian secara adat dalam ha1 sengketa besar atau yang melibatkan 

perusahaana hanya berlaku bilamana pihak "luar" bersedia memenuhi kewajiban 

adat, yaitu membayar denda adat dan melakukan upacara adat. Dalarn kasus- 

kasus seperti ini dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Bupati Kepala Daerah 

yang bertindak sebagai pihak ketiga, netral yang tidak mempunyai kewenangan 

untuk menetapkan keputusan. Namun dengan wibawa dan kewenangannya dapat 

melakukan penekanan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketanya 

secara d a ~ n a i . ~ ~  

Pada aspek yang lain Iswanto (1995)'~ meneliti tentang adanya 

kecenderungan masyarakat menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara berdamai 

dengan kewajiban membayar retritusi kepada korban, karena dianggap lebih 

praktis daripada melalui prosedur hukum formal di pengadilan. Menurut lswanto 

dalam disertasi tersebut yang be judul Retritusi Kepada Korban Mati atau Luka 

Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pa& Tindak Pidana h l u  Lintas Jalan 

Raya, demi kepastian hukum kiranya perlu diformalkan dalarn bentuk putusan 

pengadilan melalui yurisprudensi guna menghiidari malperaktik yang dilakukan 

oleh oknum penegak hukum (polisi) untuk rnengarnbil keuntungan pribadi. 

Temuan Iswanto tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini ada kemiripannya, 

yaitu dari segi lingkup peristiwa penganiayaan atau perkelahian yang sering 

" Abdurrahman, Ibiri, hlm. 488-489. 
i 4  Iswanto, Rehitmi Kepada Korban Mati afau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana 

Bersyarai Pada Tindak Piciano Lalu Lintas Ja/an Rayq Ringkasan Disertasi, Program Pasca 
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1995, hlm. 44. 



diselesaikan oleh masyarakat Banjar secara badamai, perlu diformalkan dalam 

bentuk putusan pengadilan melalui yurispmdensi atau putusan h a k i  dalam artian 

putusan adat badamai dapat dijadikan sebagai legitimasi pertimbangan untuk 

memberatkan atau meringankan putusan. Meskipun peristiwa pelanggaran lalu 

lintas agak berbeda dengan kasus pidana 

Kemudian Mudzakkir (2001)'~ dengan disertasi yang berjudul Posisi 

Hukum Korban Kejahatan ddam Sistem Peradilan Pidana dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana posisi hukum korban kejahatan 

nampaknya tidak mendapat tempat karena tidak ada ketentuan yang mengatur 

bagaimana hukum posisi korban kejahatan, padahal korban kejahatan adalah 

orang yang arnat menderita dan dirugikan akibat tejadinya tindak kejahatan 

tersebut. Pehatian hukum pidana dan sistem pemidanaan justeru memperhatikan 

pelaku tindak kejahatan. 

Ke depan, sistem peradilan pidana nasional hams mrmperhatikan posisi 

hukum korban kejahatan. Dalarn kalimat lain sistem peradilan pidana hams 

mengatur dan melindungi posisi korban kejahatan sebagaimana diaturnya semua 

komponen sistem penegakan hukum pidana itu sendiri mulai dari penegak hukum 

polisi, jaksa, hakim, pelaku maupun korban kejahatan 

I Made ~ i d n ~ a n a ~ ~  mencoba mengemukakan hukum yang hidup pada 

masyarakat Bali dalam kaitannya dengan pelanggaran pidana adat. Kemudian ke 

-. 
75 Muchkir,  Posisi Hukum Korban KejahaLan d a l m  Sistem Peradilan Pidana. 

: \?sertasi, UI, Jakarta 2003. hlrn. 
76 1 Made Widnyana menulis tentang Delik Adat Lokika Sanggmha dan Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana Nasional. Daiarn Soerjono Soekanto, Jdent~$kasi HHukum Positif Tidak 
Tertulis Melahi Penelitian Huhm Norm~llifdan Empirir, IND-HILL-CO, Jakarta, 1988, hlrn. 44- 
45. 
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depan dicoba untuk mengintegrasikan hukum adat tersebut guna 

menyempumakannya dengan sistem hukum pidana yang terdapat dalam 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Mengingat berbagai 

landasan hukum mengharuskan sistem nasional harus selaras dengan hukum 

adat, karena hukum adat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Terakhir Alfani Daud (1999) menulis dalam disertasi Islam dan 

Mmyarakat Banjar menggambarkan bagaimana karakteristik orang Banjar di 

Kalimantan Selatan; bagaimana sejarah orang Banjar dan sikap hidup atau 

perikelakuan dan keberagamaan orang Banjar; dan bagaimana karakter badamai 

itu sendiri sebagai salah satu bagian dari sistem kemasyarakatan kehidupan orang 

Banjar. Dijelaskan sejak berabad-abad masyarakat Banjar selalu diidentikkan 

dengan  slam.^^ I d e n t i f h i  masyarakat Banjar dengan Islam ini tidak lain 

merupakan bentuk identitas sosial yang merefleksikan suatu dasar ikatan sosial 

bersama. Secara historis masyarakat Banjar selalu diidentikkan dengan Islam. Hal 

ini mencerminkan Islam sebagai suatu sistem yang diperpegangi oleh masyarakat 

Banjar. Artinya, dalam banyak ha1 perilaku-perilaku orang Banjar dapat dicarikan 

referensinya pada nilai yang bersifat Islami. Dari kecenderungan sumber referensi 

perilaku .sosial inilah, h g s i  keberislaman oleh masyarakat Banjar akhimya 

menjadi simbol dan identitas yang membedakan mereka dengan kelompok- 

kelompok masyarakat lainnya disekitarnya yang masih menganut kepercayaan 

atau religi s ~ k u n ~ a . ~ ~  

77 Alfani Daud, Op.Cit, hlm. 4 
78 [bid. 
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Berbeda dengan penelitian Jawahir Thontowi, A. Latief Wiyata, 

Abdurrahman, Iswanto, Muzakkiu, I Made Widnyana dan Alfani fokus penelitian 

disertasi ini adalah berupaya menjelaskan adat badamai sebagai cara penyelesian 

sengketa pada masyarakat Banjar yang merupakan kristalisasi interaksi nilai-niali 

hukum Islam dan hukurn Adat. Nilai-nilai itu memberikan konstribusi terhadap 

pembangunan sistem hukum. Terutama dalam aspek hukum perdata yang 

berkaitan eksistensi hukum Islam secara Nasional misalnya beberapa ketentuan 

atau nilai-nilai adat yang di dalamnya juga termasuk nilai-niali hukum Islam 

(ishlah, wasiat wajibah, harta sepermantangan) telah masuk dalam sistem hukum 

nasional melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun rnelalui 

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara 

dalam aspek hukum pidana, nilai-nilai hukum Adat dan hukum Islam (adar 

badamai) masih belum mendapat tempat, padahal kedudukan keduanya dapat 

memberikan konstribusi yang signifikan dalam pembangunan sistem hukum 

Nasional. 

Mengingat konsep adat badamai j ika ditelaah, maka nampaknya tidak ada 

problem teoritis jika dihadapkan dengan sistem penegakan hukum pidana. Unsur- 

unsur tersebut sebagian mengandung persamaan, sebagian lagi mengandung 

perbedaan. Akhirnya unsur-unsur kesamaan itu kiranya perlu disingkronisasikan, 

diharmonisasikan dan diintegralisasikan ke dalarn sistem hukum nasional. 

Sementara aspek-aspek perbedaan perlu dibahas dan dicarikan solusinya, 

mengingat landasan hukum positif atau hukum nasional itu adalah hams sesuai 

dengan ni lai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 



37 

Sementara konsep KUHP yang ada masih mengadopsi KUHP kolonial yang 

sudah barang tentu beberapa aspek tidak sesuai dengan rasa keadilan dan nilai- 

nilai hukum yang hidup pada masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum (legal re~earch).'~ Penggunaan metode ini disebabkan data yang 

dianalisis bersifat menyelumh dan mempakan satu kesatuan (holistik). Oleh 

karena itu, diperlukan pula analisis komparatif antar berbagai sistem hukum 

terutama adat, Islam dan Barat secara lebih mendalam mengenai bagaimana 

hukum dapat berfungsi sebagai sarana dalam pembaharuan masyarakat. Dalam ha1 

ini adat badamai sebagai sebuah bentuk penyelesaian sengketa hukum dapat 

efektif berfhngsi memberikan rasa keadilan dan ketenteraman pada masyarakat. 

Mengacu kepada pendapat Hoebel tentang perlunya pendekatan yang 

bersifat eclectic dalam studi hukum, maka kegiatan penelitian ini mencoba untuk 

mengkombinasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum 

sosiologis atau empiris.80 

Penelitian ini mempakan penelitian hukum normatif yang didesain dengan 

pendekatan doktrinal berdasar kepada paradigma hukum secara naturalistik dan 

positivistik. Sesuai dengan pendekatannya, maka metode yang digunakan bersifat 

case study. Dalam mengungkap fakta hukum seputar praktik penyelesaian 

79 Artinya, penelitian ini terfokus pada kajian yang didasari oleh nonna-nonna hukum. 
80 So j o n o  Soekanto, Penelitian Hukum Kualitatif, Alumni, Bandung, 1986, him. 42. 
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sengketa (adat badarnai) dalam kontek lokal penulis tetap memelihara sifat 

(kualitatif) kekhususan dari studi kasus ini dengan studi yang mendalam terhadap 

putusan pengadilan (hakim) terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan 

kepentingan publik yang juga dilakukan masyarakat berdasarkan adat badamai 

baik sebelum maupun sesudah adanya putusan hakim dengan mempertahankan 

keutuhan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode 

deskriptif dan metode eksploratif. Kedua metode ini digunakan secara 

komplementer. 

Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji landasan filosofis 

tentang asas-asas hukum dan sistem penegakan hukum yang dipergunakan oleh 

hakim dan juga mengkaji tentang keberadaan sumber-sumber hukum (doktrin) 

yang mempengaruhi substansi adat badamai. Dalam ha1 ini ajaran Islam atau 

hukum Islam yang berkaitan dengan adanya praktek ishlah (damai), doktrin 

hukum lokal dalam ha1 ini undang-undang sultan Adam (UUSA, 1825-1838), 

UUD 45 Amandemen keempat, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah maupun doktrin hukum adat lainnya. 

Metode penelitian hukum tersebut dilakukan dengan pendekatan (case 

study) studi kasus yang bersifat kualitiatif. Metode yang demikian digunakan 

mengingat penelitian ini tidak terlalu mementingkan kuantitas data, tetapi lebih 

mementingkan kedalamannya (indepth research). 

2. Sumber data, Informasi dan Tempat Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber berupa 

data sebagai berikut : Diasumsikan bahwa adat badamai itu dilakukan sebelum 
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dan sesudah adanya putusan hakim, maka secara yuridis normatif data yang 

diperlukan adalah data normatif berupa putusan pengadilan (putusan hakim) yang 

telah mempunyai kekuatan mengikat tentang peristiwa hukum yang diselesaikan 

secara berdamai dan juga data yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu 

kasus-kasus penyelesaian sengketa baik yang berkaitan dengan tindak kejahatan 

(perkelahian dengan motif memperebutkan tanah), perkelahian memelihara 

martabat wanita dan keluarga, juga menjaga kehormatan dan harga diri, 

pelanggaran adat maupun berbagai perilaku lainnya yang dianggap dapat 

merendahkan martabat dan harga diri masyarakat. Juga akibat sengketa waris dan 

sengketa keluarga 

Sumber-sumber yang berkaitan dengan asas-asas hukum mendasari 

adanya (ada badamai) penyelesaian sengketa tersebut. Dalam ha1 ini dilacak 

melalui berbagai dokumen pengadilan (putusan pengadilan atau putusan hakim), 

juga putusan non peradilan (hasil putusan adat baamai), naskah-naskah sejarah 

hukum (Undang-undang Sultan Adam), buku-buky jurnal hukum. 

Meskipun objek penelitian adalah peristiwa atau kasus-kasus badamai 

(penyelesaian sengketa) pada masyarakat Banjar yang dapat ditemukan di seluruh 

kawasan . Kalimantan Selatan, akan tetapi pengamatan di lapangan lebih 

difokuskan pada kasus badamai (putusan badamai) yang telah dipraktekkan oleh 

sebagian masyarakat. 

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kabupaten Tanah Laut, Kota 

Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Termasuk menghimpun data di 

institusi Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Negeri Pelaihari dan 
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Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta di Pengadilan Agama Martapura. Sebagai 

bahan recheking data, maka masyamkit yang terlibat dalam penyelesaian hukum 

secara badamai juga akan dijadikan sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi ini 

mempunyai arti signifikan dalam kaitannya dengan asumsi sementara 

bahwa.:Masyarakat pedesaan yang lebih kental dengan nuansa solidaritas 

mekanik, adat badamai lebih fungsional dalam menyelesaikan sengketa. 

a. Sebaliknya adat badamai tidak akan fungsional pada masyarakat yang 

sudah menerapkan solidaritas organik. 

b. Ada badamai keberadaamya lebih fungsional karena lebih 

mengakomodasi adanya unsur keadilan, dan ketertiban. Sedangkan hukum 

dikehendaki mampu menciptakan dua ha1 itu. 

c. Penyelesaian badamai menunjukkan tingginya peran dan solidaritas 

bubuhan (warga atau komunitas) dalam mempererat solidaritas 

masyarakat. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan tidak saja dengan cara menghimpun data yuridis 

normatif berupa putusan-putusan hakim (pengadilan) dalam kasus-kasus tindak 

pidana yang ada kaitannya dengan peristiwa badamai. Secara komprehenship data 

juga direkam secara kasuistis dengan menggunakan data empiris agar terjarnin 

tingkat akurasi data. 

Untuk merekam kasus secara objekti f dan mendalam, maka diupayakan 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan partisipasi langsung (particivation 

observation) terhadap kasus-kasus yang sedang atau akan terjadi. 
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Sekiranya kasus-kasus tersebut sudah terjadi maka dilakukan dengan cara 

wawancara langsung, mendalam dan intensif dengan para informan. Para 

informan terdiri dari mereka yang terlibat dalam praktik (badanzag dalam 

penyelesaian sengketa. dalam ha1 ini masing-masing diambil dari mereka yang 

terlibat (para pihak) di dalam penyelesaian sengketa yaitu: 

a. Berhubungan dengan Hukum Privat. 

1) Pembagian Waris; 

2) Sengketa Perkawinan; 

b. Berhubungan dengan Hukum Publik 

1) Kasus Ketertiban dan Keamanan serta Sengketa Perbatasan Wilayah Desa; 

2) Penganiayaan dan Pembunuhan; 

3) Kasus Ketersinggungan; 

4) Pelanggaran Lalu Lintas; 

5) Pelanggaran Lalu Lintas dan Moral & susila; 

Kesemua peristiwa yang diselesaikan melalui penyelesaian badamai, yang 

dalam ha1 ini melibatkan para pihak yaitu pelaku dan pihak korban, para kerabat 

mereka antara lain orangtua (ayah-ibu), saudara kandung (kaka-adik), saudara 

ipar, parnanhibi, dan lainnya, juga kenalan atau teman dekatnya, tetangganya, 

termasuk semua orang yang mengku mengetahui tentang tejadinya peristiwa 

tindak kejahatanlpelanggaran dan penyelesaiannya. Bahkan informasi juga digali 

atau diperoleh dari orang-orang yang terlibat dalam ha1 ini para tokoh keluarga 

bubuhan, para kepala desa, kepala adat, tokoh-tokoh masyarakat, serta beberapa 

orang aparat dari kepolisian atau aparat peradilan yang lain. Para informan pada 
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umumnya ditemui langsung di rumahnya atau di tempat tugasnya, bahkan kalau 

perlu dan memungkinkan di tempat lain seperti di warung kopi, warung nasi, 

pangkalan becalojek, terminal, pasar dan lain sebagainya. 

4. Analisii Data 

Analisis data yang dipergunakan adalah dengan meminjam teori Talcott 

parsonsd' yang menyatakan bahwa realitas terakhir dari suatu komunitas adalah 

gambaran dari sistem kebudayaan yang , berakar dari pandangan hidup atau 

pandangan dunia (kosmologi) dan etos atau ciri khas suatu komunitas tersebut. 

Kedua faktor itu pada akhirnya mewujudkan sistem sosial dalam bentuk tata nilai 

budaya, tata tertib, norma adat, norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang 

diakui keberadaannya dan hidup dalam komunitas dan tetap terpelihara dengan 

baik, bahkan menjadi landasan sistem perilaku atau tindakan setiap individu. Dan 

juga ia mempunyai kekuatan dalam bentuk sanksi adat. 

Semua data hasil catatan dokumentasi yuridis dalam bentuk putusan 

hakim dan putusan non peradilan (adat badamai) wawancara dan pengamatan 

(observasi) dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan sehingga menjadi suatu 

catatan lapangan ataufieldnotes. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis 

secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu thick description dengan 

memperhatikan dua perspektif emik dan etik. Dengan demikian makna-makna 

yang terkandung dalam adat badamai sedapat mungkin diungkapkan agar dapat 

dipahami sesuai dengan konteks sosial budaya hukum pada masyarakat Banjar. 

81 Lili Rasjidi, Filsdat Hukurn, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 69. 



G. Sistematika Penulisan 

Penulisan karya ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang di dalamnya dipaparkan 

pentingnya penelitian ini dilakukan, kemudian dijelaskan secara konprehenship 

tentang rumusan. maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Untuk 

menghindarkan adanya duplikasi maka disajikan pula telaah kepustakaan, namun 

sebelumnya dijelaskan kerangka teori yang digunakan, juga dipaparkan metode 

penelitian dan sistematika penulisan pada bagian pendahuluan. 

Bab Kedua menjelaskan tentang pentingnya kerangka teori yang dipakai 

dalam penelitian ini menyangkut sengketa dan teori penyelesaian sengketa, fungsi 

hukum dalam penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa menurut peraturan 

perundang-undangan dan menurut hukum Islam dan hukum adapt. 

Bab ketiga menjelaskan tentang Adat Badamai pada Masyarakat Banjar 

yang memuat beberapa ha1 yaitu : Pengertian Adat Badamai sebagai Pranata 

Hukum Adat Banjar yang terdiri dari asal usul adat badamai, konsep dan batas- 

batas adat badamai peranan tokoh dalam adat badamai yaitu tokoh agama, tokoh 

adat, tokoh masyarakat dan tokoh penguasa Masyarakat Banjar yang terdiri dari 

asal usulj lingkungan geografis, pemukiman clan penyebaran etnis Banjar dan 

keberagamaan masyarakat Banjar serta aspek hukum dalam masyarakat Banjar. 

Kemudian Adat Badarnai dulu kini dan pada masa mendatang sebuah analisis 

perkembangan. sebagai Pranata Hukum Adat Banjar yang terdiri dari asal usul 

adat badamai, konsep dan batas-batas adat badamai, peranan tokoh dalam adat 

badamai yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh penguasa. 
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Bab keempat Adat Badamai dalam sistem Hukum Nasional menjelaskan 

tentang Pluralisme Hukum di Indonesia, Pembangunan Sistem Hukum Nasional, 

Adat Badamai dalam Politik Hukum Nasional dan Upaya Penerapan Restoratif 

Justice.. 

Bab kelima menjelaskan tentang berbagai kasus-kasus penyelesaian 

sengketa hukum yang berkaitan dengan p e r k  perdata yaitu seperti sengketa 

tentang keluarga, perkawinan, pembagian harta warisan dan yang berkaitan 

dengan kasus-kasus yang bersifat publik yaitu dalam penyelesaian adat badamai 

seperti kasus : Perkelahian Mempertahankan Kehormatan Wanita, Kasus 

Penganiayaan, Badamai dalam kasus Pembunuhan, Pelanggaran Etika dan Moral 

serta Susila, Badamai dalam kasus Pelanggaran Ketertiban Keamanan Desa, 

Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Desa, Badamai dalam kasus Pelanggaran lalu 

lintas baik korban meninggal dunia dan kasus kecelakaan biasa. 

Bab keenam merupakan kesimpulan clan rekomendasi 
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BAB I1 

FUNGSI HCTK[JM DAN PERATURAN PERUNDANGAN 
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM 

A. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa. 

Ada dua istilah yang digunakan dalam kaitan ini, yaitu "konflik" ' dan 

"sengketa". Menurut Valerine J.I. Kriekhoff, studi kepustakaan menunjukkan 

bahwa di kalangan ahli sosiologi (termasuk sosiologi hukum) pengkajian lebih 

terfokus pada isti~ah.~ Di antara para ahli antropologi hukum terdapat 

kecenderungan untuk memfokus pada istilah "sengketf13 atau  dispute"^ yang 

berarti perselisihan, ~e r t en~karan .~  Namun ada pula penulis (S. Robert, 1979) 

yang menggunakan istilah konflik dan sengketa secara bergantian6. Karenanya 

dalarn tulisan ini istilah konflik dan sengketa tidak dipertentangkan secara tajam. 

Laura Nader dan Harry F.   odd' dalam tulisamya membedakan secara 

eksplisit antara lain: 

1. ConfIicf pre : [is] circumstance constituting dissafisfj) somebody 

' Dalam kamus konflik berarti percekcokan, konflik, perselisihan, pertentangan dan 
bertentangan. Periksa dalam John M. Echols dan Hassan Shadaly, Karnus lnggeris Indonesia, 
Gramedia, Jakarta, Cet. XV, 1987, hlm. 138. 

CQOrg Simmel, Conflict as Sociation (diambil dari Sociology of Georg Simmel 1968), 
&lam Sociological Theory (A.L. Coser clan B. Rosenberg d, 1976). New York : Macmillan Co, 
Lihat Makalah W. Yudho, 1991 : 301-307 

' lstilah sengketa seringkali dipertukarkan dengan istilah konflik Menurut Black, 
"Dispute. A.  confict or controversy ; a conjlict of claims or right; an assertion of a right, claim, 
or demand one side, met by contrary claims w allegaions on the other. The subject of litigation". 
Henry Campbell BlacR, Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of 
American and English Jwbprudeme Amiem and Modern, Six Edition, St. Paul. Minn, West 
Publising, 1990, hlm. 471. 

John Comaroff and Simon Roberts, The Invocation ofNorm in Dispute Settlement : The 
TSWM Case (I), 198 1 ,  lihat Nader dan H.F. Todd, 1978; P.H. Gulliver, dalam LSR, 1973: 667- 
691. 

John M. Echols dan Hassan Shadaly, Op. Cit., hlm. 188. 
Valerine J.L, Kriekhoff, Mediasi, 1993, hlm. 224-225. 
' John Comaroff and Simon Roberts, Op. Cit. 693. 
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2. Conjlict : [is] circumstance whereabout the parties realize or know about 
the existence of the disgruntledfeeling 

, 3. Dispute : [is] circumsrance whereabout the conflict expressed in public or 
by entangling third party. 

I. Pra konflik: adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang; 

2. Konflik: adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui 

tentang adanya perasaan tidak puas tersebut; 

3. Sengketa: adalah keadaan di mana konflik tersebut dinyatakan di muka 

umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. 

Sedangkan definisi yang digunakan Lewis Coser dalam bukunya "The 

Fungction of Sosial Conflicf' (1956) merumuskan konflik adalah: 

"Opposition or struggle having the character of direct and realized [by] 
[amonghetween] individual or group of people to obtain or get the status 
confession, power, resource and in f~ence ' !~  

Menurut Vilhelm Aubert, sengketa atau konflik didefinisikan sebagai 

suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh 

beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Secara teoritis dibedakan 

adanya dua macam konflik, yaitu conflict of interest and claims of right.'' 

Pertentangan atau perjuangan yang bersifat langsung dan disadari antara 

individu atau kelompok untuk memperoleh pengakuan status, kekuasaan, 

pengaruh dan sumber daya. 

Selanjutnya Achmad Fedyani Saihddin menjelaskan: 

Konflik adalah pertentangan yang bersifat langsung d m  disadari antara 
individu-individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. 

'1bid 
Lewis Coser, The Functions of Sosial Codjct ,  The Free Press, Corporation, Coller- 

Macmillan Canada, Ltd, Toronto, Ontario, Copyright 1956, hlm. 34. 
'O L.M. Friedman, The Legal @stern, A Social Science Perspective, New York, Russel 

Sage Foundation, 1975, hlm. 226. 



Kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. 
Dalam konflik, orientasi ke arah pihak lawan lebih penting dari pada 
obyek yang hendak dicapai. Dalarn kenyataan, karena berkembangnya rasa 
kebencian yang makin mendalam, pencapaian tujuan sering kali menjadi 
sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting." 

Konsep tentang konflik dan integrasi tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain. Keduanya d i n g  komplementer dalarn realitas sosial. Masyarakat sebagai 

suatu sistem yang terdiri atas peranan-peranan dan kelompok-kelompok yang 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi di dalamnya, diwujudkan dalam 

tindakan-tindakan sosial dan tingkah laku sosiaI, merupakan sesuatu yang 

dinamis. Hubungan-hubungan sosial yang ada di dalamnya juga bersifat dinamis. 

Dalam masyarakat yang dinamis, tirnbulnya konflik-konflik sosial adalah 

merupakan sesuatu yang wajar, lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang 

mengalami perubahan sosial dan perubahan kebudayaan." Tidak ada satu 

masyarakatpun yang terlepas dari konflik, karena manusia sebagai makhluk sosial 

tidak dapat hidup terus menerus dalarn suatu ketentuan dan ketertiban yang abadi, 

juga sebaliknya tidak dapat hidup terus menerus &lam kekacauan yang abadi. 

Sebagaimana analisis Weber terhadap masyarakat, konflik menempati kedudukan 

yang sentral, konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia Pertentangan 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia serta tidak dapat dilenyapkan. 

Orang dapat mengubah sarana-sarananya, objeknya, arah dasar atau pendukung- 

pendukungnya, tetapi orang tidak &pat membuang konilik itu sendiri." 

" Achmad Fedyani Saihddin, Konflik dan Inlegrasi Perbedam Paham Dalam Agama 
Islam, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 7 

12 A.W, Wijaya, lndividu, Keluarga dan Mcl~ymoAaf, Akademika Pressindo, Jakarta, 
1986, hlm. 76. 

" Laeyandecker, Tala Perubahm dan Ketimpangan, PT. Gramedia, Jakarta, 1983. 



Secara normatif salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana 

penyelesaian sengketa (resulation c o n ~ i c t ) . ' ~  Namun secara sosiologis sengketa 

atau konflik juga merupakan salah satu model penyelesaian. Sengketa merupakan 

salah satu model dari interaksi antar manusia, namun dibandingkan dengan upaya 

damai, sengketa atau konflik merupakan penyelesaian secara kekera~an.'~ 

Di antam para perintis, Karl ~ a r x ' ~  merupakan tokoh utama yang 

menjelaskan sumber-sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan 

perubahan sosial serta revolusioner. Teorinya antara lain adalah tentang adanya 

struktur kelas dalam ma~~araka t . '~  Marx melihat bahwa kelas-kelas dalam 

masyarakat tersusun berdasarkan pemilikan sarana-sarana pokok. 

Produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan landasan pokok 

kegiatan manusia dalam menciptakan sejarah hidup yang menentukan bentuk- 

bentuk kegiatan sosial politik, hukum dan ideologi. Menurut Ma- struktur 

ekonomi bersifat diteministik terhadap keseluruhan karakter sosial, politik dan 

proses-proses spiritual dalam hidup. 

Teori konflik modem yang dipelopori oleh C.W. Mills (1965), Ralf 

Dahrendorf (1958), dan Lewis Coser (1956) tidak lagi membatasi pada 

ditennenisme ekonomi dan konflik kelas, tetapi lebih diperluas dengan berbagai 

unsur yang te rjadi dalam masyarakat, di antaranya konflik antar partai politik, 

l4 Steven Vago, Law andSociev, New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs, hlm. 12. 
I S  Johan Galtung Peace by Peaceful M e m :  Peace and Codict, Deveiopmerr~ and 

Civila~ion, ditejemahkan menjadi Studi Perdarnaian. Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan 
Peradaban, oleb ,4snawi &XI Safiuddin, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003, hlm. 24-40. 

l6 Pada abad ke-T9, Karl M ~ F X  clan Fri&ch Engels merumuskan sebuah doktrin 
ekonomi-polit* M y a n g  dalam sk&,~@oaa(ttntuk pertarna kalinya di Rusia setelah 
revolusi tahun 191 7. 

17 Tom Campbell, Seven T%tw&.= Hmwra&ciel).,- dite&d&&&leh F .  Budi 
Hardiman rnenjadi Tujuh Teori Sosial, Kanisius, Yogyakarta, TW4. hlm. 134-142. 
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antar perserikatan, antar kelompok gerakan lingkungan hidup, dan kelompok 

industri. 

Menghimpun pemikiran ~ i m r n e l ' ~  dan coserI9, dapat dikemukakan 

beberapa proposisi tentang konflik sebagai berikut: 

I .  Konflik berfungsi menegakkan dun mempertahankan identitas dan batas- 
batas kelompok sosial di masyarakclr, 

2. Konflik tidak selalu bersifat dishngsional dalam konteks hubungan di 
mana konflik tersebut terjadi, sebaliknya seringkali konflik diperlukan 
untuk mempertahankan hubungan tersebut, 

3. Dilihat dari konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, maka 
terdapat dua macam konflik, yaitu realistik dm konflik non realistik, 

4. Konflik yang lebih radikal dapat te rjadi dalam keadaan hubungan dekat, 
5. Konflik &pat rnelenyapkan unsur-unsur yang rnemecah belah dun 

menegakan kembali persatuan, 
6. Konflik suatu kelompok dengan kelompok lain menghasilakan mobilisasi 

energi para anggota kelompok yang bersangkutan, sehingga bhesi  setiap 
Kelompok ditingkatkan, 

7. Ada tiga aspek strukur kelompokyang h a w  diperhatikan : ukuran relatif 
kelompok, tingkat keterlibatan anggota-anggotanya, dan situasi sosial, 

8. Suatu konflik di mana para pelakunya merasa bahwa mereka semata-mata 
wakil kolekrif atau Kelompok cenderung lebih radikal, karena kesadaran 
bahwa perjuangan rnereka dilandaskan pada ideologi tertentu yang iidak 
semata-mata pribadi sifatnya. Keyakinan agama dapat dimasukkan dalam 
kaiegori ini, 

9. Konflik yang tidak menciptakan jenis-jenis interahi yang baru di antara 
pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya tidak ada, 

10. Konflik dapat mempersatukan orang-orang atau Kelompok yang tadinya 
tidak saling berhubungan. 

Proposisi-proposisi Simmel dan Coser tersebut walaupun penting untuk 

memahami mekanisme konflik dan int'egrasi dalam masyarakat, namun belum 

memasukkan kebudayaan dan sejarah. Pendekatan sejarah perkembangan 

masyarakat dan kebudayaan nampaknya mampu menjelaskan mengapa gejala 

Georg Simmel, Conflict m Smiation (diambil dari Sociology of Georg Simmel) dalam 
,Sociological Theory (A.L. Coser dan B. Rosenberg ed., 1976). New York : Macmillan Co, Lihat 
Achamd Fedyani Saihddin, Op. Cit. 63-66. 

l9 Lewis A. Coser, The Fundions ofSosial Conflict, New York : The Free Press, Lihat c 
Ibid. 
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konflik dan integrasi terjadi secara bersamaan dan mewujudkan keteraturan 

sosial. Proses perubahan dan perkembangan unsur-unsur kebudayaan tidak sama 

kecepatannya, dan keadaan inilah yang menyebabkan tetap hadirnya unsur-unsur 

tradisional dalam kebudayaan modem ~ekal i~us . '~  

~ luck rnan~ '  meneliti kaitan antara konflik, motivasi, kepercayaan agama 

dan ritual, dan mengatakan bahwa aspek-aspek kebudayaan inilah yang saling 

te jalin sehingga konflik yang te jadi dalam masyarakat tidak sampai 

menghancurkan sistem sosial. Konflik yang terjadi dalam suatu perangkat 

hubungan sosial justeru menuju kepada penegakkan kembali kohesi sosial dalam 

tatanan masyarakat yang lebih luas. 

Agama dalam kaitannya dengan konflik dan integrasi cukup memainkan 

peranan penting sebagai salah satu faktor pendorong dan sekaligus alat legitimasi. 

Konflik yang te rjadi dalam hubungan antar pemeluk agama bersifat kompleks. 

Hal ini disebabkan oleh selain terkait dengan paham dan keyakinan para 

pemeluknya tentang kebenaran mutlak, "doktrin agama" masing-masing yang 

merupakan bagian terdalam dari kehidupan manusia, juga berkait dengan faktor- 

faktor sosial yang berkembang dalam kehidupan mas~arakat.~' 

Berkenaan dengan konflik atau sengketa, terdapat berbagai cam dan 

proses dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan tersebut. 

Cliffmd Gee- Relegion as a Cultural Sistem, dalarn Anlropological Approaches to 
the Study of Religion (Michael Banton ed.). A.S.A. Monograph No. 3,85-132. 

Max Gluckman, Co@ict and Ritual in Africa, Oxford: Maxwell-Bassel Co. Lihat 
Achamd Fedyani Saifuddin, Loc-Cit. 

22 Parsudi Suparlan, (Penyunting) Pengetahan B+4 Iimu-llmu Sosial dm Pengkajian 
Masalah-Masalah agatna, Depag R1, Jakarta, 1981, hlm. 87. 



Cara pertama dilakukan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan 

(rekonsilimi). Cara kedua dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan 

jasa pihak ketiga sebagai perantara atau juru damai (mediasi). Cara ketiga 

dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak oleh kekuasaan masyarakat atau 

kekuasaan negara (litigasi). 

Penerapan ketiga cara penyelesaian pertikaian ini masing-masing berbeda 

dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ketiga cam itu dipandang 

sebagai pilihan yang terbaik menurut nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. 

Setelah itu, secara berkesinambungan disosialisasikan dari suatu generasi ke 

generasi berikutnya, sehingga mempola, memiliki prosedur, patokan dan sanksi, 

serta simbol-simbl tertentu. Sejumlah variabel mempengaruhi pilihan masyarakat 

dalam memanfaatkan ketiga cara penyelesaian konflik tersebut, sesuai dengan 

nilai budaya yang mereka anut. Berkaitan dengan tata nilai budaya masyarakat, 

~ u r k h e i m ~ ~  mencoba membuat perbedaan antara dua tipe masyarakat. Pertama, 

masyarakat sederhana yang bercirikan 'solidaritas mehnis7, yang berorientasi 

pada kesamaan, keserupaan dan konsensus. Hal ini disebabkan k m n a  individu- 

individu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sarna, sehingga cara 

bertindak, berpikir dan merasa di antara mereka sarna pula. Dalam komunitas ini, 

perilaku menyimpang akan mereka rasakan sebagai ancaman terhadap identitas 

kelompok mereka, baik secara individu maupun kelompok sebagai keseluruhan. 

Hal ini disebabkan karena mereka hanya memahami dan mengenal diri mereka 

23 Emile Durkheim, The Elementary F o m  ofReligions Life, Diterjemahkan dari bahasa 
Perancis oleh Joseph Ward Swain, (New York : Collier Books, 1975), hlm. 87, Lihat Lawrence 
Friedman, American Low, (New York, W.W. Norton & Company, 1984), hlm.7, JD. Nyhart, The 
Role of lnw in Economic Developme& hlm. 401-402. 
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berkat cara-cara bertindak, berpikir dan merasa yang sama di antara mereka. 

Kedua, adalah masyarakat madani yang bercirikan 'solidaritas organis', yang 

didasarkan pada spesialisasi, perbedaan-perbedaan dan saling ketergantungan. 

Masyarakat ini terbentuk sebagai konsekuensi logis dari proses perubahan sosial, 

melalui spesialisasi hngsional dan diferensiasi struktural yang diakibatkan oleh 

pembagian ke j a  sosial. 

Pada umumnya kelompok masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, 

yang di dalamnya hubungan tatap muka lebih menonjol, mereka cenderung 

menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan (rekonsiliasi) dan 

perdamaian (mediasi). Sebaliknya, dalam masyarakat yang bercirikan solidaritas 

organis, di mana hubungan antar individu dengan individu lainnya tidak terlalu 

akrab, maka keputusan pihak ketiga dengan status resmi yang dilaksanakan oleh 

kekuasaan negara seringkali lebih disukai. 

Bangsa-bangsa ~ i m u r ~ ~  umumnya, seringkali menjadi steriotipe dari 

masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat Jepang misalnya, 

secara tmdisional, mereka lebih menyukai cara-cara informal di Iuar pengadilan 

untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian melalui pengadilan bagi mereka 

menggambarkan dan mengakui adanya suatu pertikaian dan menghasilkan suatu 

putusan yang mempejelas siapa yang benar dan siapa yang salah sesuai dengan 

standar yang berada di luar kemauan pihak-pihak yang bertikai. Lagi pula putusan 

memberi penekanan kepada konflik di antara masing-masing pihak, meniadakan 

" Erman Rajagukguk., Agenda Pembaharuan Huhm Ekonomi Indonesia Menyongsong 
Abad XXl, disajikan dalam Pembukaan Kuliah tahun 1996/1997 Progam Magister (S2) Ilmu 
Hukum Ull, 12 Maret 1997. Lihat Wallace Mendelsen, Lmu and The Development (The University 
o f  Texas at Austin) Journal o f  Politics. Vol. 32. 



kesempatan mereka untuk berpartisipasi di dalarn penyelesaiannya, dan memberi 

cap suatu kesalahan moral yang dapat dihindari di dalam suatu penyelesian 

kompromi. Kecenderungan ini dapat dilihat dalam data statistik tahun 1940-an, 

bahwa jumlah perkara perdata yang dibawa ke pengadilan perkapita di negara ini 

kurang lebih antara sepersepuluh - seperduapuluh dari angka-angka di negara- 

negara yang bersistem common law2'. Pyong Choon Hahm sebagaimana dikutip 

oleh Helmy Hakim, menggambarkan fenomena yang sama terjadi di Korea 

Selatan. 

The ultimate ideal hm been a complete absence of dispute and conflict. But 
if discord could not be avoided society ciemanakd the quickest restoration of 
broken concord For this purpose mediation has been preferred, because it 
does not require the fiing blame. Parties themselves formulate the solution 
by muiual agreement, thus obviating the need for an external sanction Since 
mediation is possible only when both sides are willing to compromise, each 
side has to give a littie and to be satisjied with less than complete ~ i c t o t y . ~ ~  

Daniel S. Lev (1936-2006)~' mengkonstatir bahwa di semua masyarakat 

yang kompleks terdapat jarak pemisah antara struktur formal dan prosedur 

kelembagaan. Di Indonesia, seperti halnya di Negara bekas jajahan, ketiadaan 

keterpaduan seperti itu sangat mencolok. Akibatnya, muncullah hukum 

kelembagaan Gresham, yakni proses formal cenderung dihindarkan dalam rangka 

menyelesaikan perselisihan melalui proses yang lebih bersifat kekeluargaan dan 

lebih akomodatif. Sebagaimana pernyataan Daniel S Lev berikut ini. 

25 Helmy Hakim, Pengadilm Agama di Indonesia Dari Pengadilan Kharismcuis Ke 
Pengadilan Otomatis, Makalah disajikan dalam Seminar Wawasan Hukum Islam dan Kinerja 
Pengadilan yang dilaksanakan oleh Fakultas Syari'ah IAM Antasari Banjarmasin pada tanggal 21 
Januari 1997. 

2 6 f b i d .  
27 Daniel S. Lev, Hukum dun Politik di Indonesia Kesinambungm a'an Perubahan, 

tejemahan Nirwono clan AE Priyono, LP3ES, Jak- 1990, hlm. 156. 



In all complex societies there is some spread between formal structure and 
conventional procedures. In Indonesia, as in many former colonies, lack of 
such integration is striking. The result is a kind of institutional Gresham's 
law, in which formal processes tend to be eschewed in fmor of more 
familiar and accommodative ones.28 

Adapun di negara-negara industri, umumnya bercirikan solidaritas 

organis. Di Amerika Serikat misalnya, di mana urbanisasi, sekularisasi, 

perekonomian yang berbadan hukum dan tingkat integrasi sosial dan politik yang 

cukup tinggi, menyebabkan putusan oleh suatu badan resmi yang berwenang 

menjadi lazim. Baik pengadilan maupun badan-badan administrasi yang 

mempunyai fungsi peradilan, mendapatkan dukungan yang cukup. 

Bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Sebagian besar Indonesia 

berada di sisi lain dari kontinum penyelesaian melalui keputusan formal, dan lebih 

dekat pada penyelesaian secara kekeluargaan (rekonsiliasi) tersebut. Mayoritas 

penduduk Indonesia bermukim di perdesaan, cenderung agamis, perekonomian 

mereka pun tidak terlalu kompleks atau berbadan hukum. Dalam masyarakat 

tradisional seperti ini, nilai-nilai sosial cendemng menitikberatkan pada hubungan 

pribadi walaupun lazimnya penuh dengan tenggang rasa, solidaritas komunal, dan 

menghindari perselisihan. Di Indonesia hampir tidak ada dukungan untuk gagasan 

bahwa pertikaian bisa jadi fungsional. 

Menurut Moh. Koesnoe, masyarakat hukum Indonesia umumnya 

dipengaruhi oleh hukum adat. 

Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. 
Ketertiban itu adalah berupa hubungan yang harmonis antara segalanya 

28 Daniel S. Lev, Judicial Institutions and Legal Culture in lndowsia, dihimpun oleh 
IMPRESS yogyakarta dari Kumpulan tulisan Lev. Dengan Judul Law and Politic in Indonesia, 
2003, hlm. 28 1. 



ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan 
usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis itu dijalani 
dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang 
dijalankan di dalam adat, maka baik jalannya masyarakatnya, maupun 
jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena 
berada di luar garis tertib kosmis tersebut, yaitu, a~iat.'~ 

Pendekatan-pendekatan informal dalam penyelesaian suatu sengketa, baik 

melalui rekonsiliasi maupun mediasi, tarnpaknya merupakan fenomena umum di 

perdesaan, namun kurang tampak di kota-kota besar, dan boleh jadi paling kurang 

tampak di lapisan yang berpikiran dagang. Menurut weber3', tampaknya, 

peradilan formal (ligitasi) lebih disukai oleh elit ekonomi yang berorientasi pasar 

bebas (bukan kekuasaan-kekuasaan ekonomi yang memegang monopoli dari 

negara sebagaimana perusahaan-perusahaan konglemerasi di Indonesia), karena 

mereka sangat berkepentingan terhadap kepastian hukum untuk menjamin 

eksistensi usaha mereka. Namun demikian, dalam praktiknya, rupanya pendekatan 

lunak secara informal dengan rekonsiliasi maupun mediasi temyata mempunyai 

sumber dukungan lain, selain unsur budaya. 

Di Indonesia, rekonsiliasi atau pun mediasi sangat lazim di kalangan 

pedagang, terutama di kalangan minoritas seperti orang-orang Cina. Akan tetapi, 

sebagaimana dikemukakan tadi, sumbemya adalah pertimbangan-pertimbangan 

yang menjamin adanya predictability (kepastian), fairness (keadilan), efiecency 

29 Moh. Koesno, H u h  A&, Alumni. Bandung 1978, hlm. 87. Mohamrnad Koesno, 
M u p a r a h  dalam Miriam Budiardjo (Ed) M d a h  Keroegarmn, Jakarta, 197 1 ,  hlm. 55 1 

30 Ennan Rajagukguk., Agenda Pembaharuan H u h  Ekonomi Indonesia Me yongsong 
Abad XX?, disajikan dalam Pembukaan Kuliah tahun 199611 997 Progam Magister (S2) llmu 
Hukum U11, 12 Maret 1997. Lihat Wallace Mendelsen, Law and The Development (The University 
of Texas at Austin) Journal of Politics. Vol. 32. 
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(efi~iensi)~ ', kemanfaatan atau pun kepercayaan. Dalam konteks pertimbangan ini, 

dengan mudah bisa dilihat efek-efek dishngsional dari pendekatan hukum formal, 

dan ini sangat kontra produktif terhadap pihak-pihak yang harus selalu bekerja 

sama dan saling membina kepercayaan. Itulah sebabnya, kenapa perusahaan- 

peruisahan di Amerika Serikat dan mungkin juga di negara-negara lain, cenderung 

menyelesaikan perselisihan mereka melalui lembaga arbitrasi, daripada melalui 

pengadilan. 

CJM Schuyt menguraikan macam-macam cara penyelesaian konflik atau 

sengketa hukum menjadi 6 (enam katagori), yaitu: 

1. penyelesaian sepihak; 
2. dalam penguasaan sendiri; 
3. pra-yuridis; 
4. yuridis-Pengadilan; 
5.  yuridis-Politik; dan 
6. penggunaan k e k e r a ~ a n . ~ ~  

Katagori pertama menunjuka cara penyelesaian sengketa atau konflik 

dengan cara pihak yang berada di posisi lemah atau posisi sebagai bawahan 

menyerah kepada situasi tidak mengenakkan dan menguntungkannya. Jika pihak 

yang lemah mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri dari kekuatan pihak 

yang kuat, maka sengeketa atau konflik pun terselesaikan. Penyelesaian sengketa 

atau konflik dengan katagori hi akan terwujud jika keadaan-keadaan seperti : 

antara pihak yang berkonflik tidak d i n g  bertemu lagi satu sama lain, menetap di 

tempat yang be jauhan, atau salah satu pihak mengasingkan diri. 

3' Lihat Lawrence Friedman, American I m ,  (New York, W.W. Norton & Company, 
1984), hlm.7, JD. Nyhart, The Role of Lmv in Economic Development, hlm. 401-402. 

32 Schuyt, Recht en Samenleving Centrale Problemen, allernafiven en Ovetzichfen. 
Assen; Vab Gorcum, 1983, hlm. 56. 
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Suatu bentuk penundukkan yang sifatnya sementara akan muncul jika 

pihak yang berposisi paling lemah tidak dapat membebaskan diri dari kekuasaan 

pihak yang kuat, tetapi sambil menunggu kesempatan untuk meneruskan atau 

melawan kembali. Inilah yang membedakannya dengan cara penyelesaian konflik 

di mana pendudukkan atau penerimaan pihak yang kalah terhadap putusan 

penyelesaian konflik itu bersifat permanent, seperti putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 

Dalam kategori kedua, yaitu dalam penguasaan sendiri, konflik ditandai 

dengan partisipasi sederajat dari kedua pihak dalam penyelesaian konflik. Tidak 

ada pihak ketiga atau instansi tertentu yang diikutsertakan. Hal ini memberikan 

kebebasan yang lebih besar untuk penyelesaian konflik, tetapi membutuhkan 

upaya keras dari pihak-pihak yang berkonflik itu. Ciriciri model ini adalah 

berpikir, bersedia berunding atau menggunakan cara-cara pengundian. 

Dalam ha1 kategori ketiga, yaitu cam pra-yuridis, mengandung cim-ciri 

adanya pengaduan, mengunakan penengah, dan menghasilkan perdamaian. Oleh 

karena itu ada keterlibatan pihak ketiga. Hanya saja pihak ketiga ini tidak pemah 

menojolkan diri mereka dalam penyelesaian konflik dan mereka muncu! secara 

insidental sesuai dengan permintaan pihak yang berkonflik. Tuntutan adanya 

wibawa clan kepercayaan dari pihak yang berkonflik terhadap pihak ketiga sangat 

mutlak. Sasaran utama cara ini adalah mengutamakan terwujudnya perdamaian. 

Ciri penyelesaian konflik kategori keempat adalah sifat arbitrase, melalui 

suatu proses singkat, perdamaian bersifat yudisial, proses penyelesaiannya melalui 

proses hukum administrative dan proses sipil serta menghasilkan putusan yang 
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bersifat menghukum. Kategori ini menbcakup semua bentuk yang khas dari 

penggunaan penengah, yaitu para hakim atau arbitrator dalam penyelesaian 

konflik, di mana meskipun inisiatif keterlibatan penengah itu berasal dari pihak 

yang berkonflik, namun keputusannya terletak pada hakim itu. 

Kategori kelima adalah penyelesaian konflik dengan menggunakan cara 

yuridis politik. Ciri penyelesaian konflik tipe iini adalah berlangsung tanpa 

kekerasan, berwujud tindakan politis dan social yang mengenal pembentukan 

putusan badan legislative di mana penyelesaian konfliknya terpimpin. Tipe ini 

membawa penyelesaian konflik dari ruang pengadilan yang tenang ke medan laga 

keputusan pemerintah yang bersifat politis dengan penggunaan tekanan politik 

terhadap bentuk putusannya Contoh dalam ha1 ini adalah pembuatan undang- 

undang dan gerakan social-politik. 

Akhimya, kategori keenam penyelesaian konflik yaitu dengan kekerasa. 

Dalam ha1 ini, kekerasan merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik di mana 

satu pihak atau kelompok melalui penggunaan alat-alat yang bersifat fisik, 

merugikan pihak atau kelompok lain dalarn usaha penyelesaian konflik. 

Penggunaan kekerasan sering dibenarkan dengan anggapan bahwa ha1 ini justeru 

merupakan cara yang paling tepat dan satu-satunya yang masih tersisa. Dalam 

kaitan ini, perlu dibedakan antara periggunaan kekerasan oleh negara33 dan 

penggunaan kekerasan oleh warga masyarakat. 

33 Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Non-Ligitmi di Indonesia, UNS Press, 
Surakarta, 2006, hlm. 25. Lihat Gadis Arivia, Ferninisme : Sebuah kara Hati, Jakarta: Penerbit 
Buku Kompa, 2006, hlm. 219. Menurut Gadis Arivia, Negara pada dasamya adalah kekerasan. 
Keberadaan Negara ditopang oleh kekerasan. Artinya Negara menghidupi dirinya dengan cara 
mengatur dan mengolah kekerasan. Adapun sumber kemampuan Negara mengolah kekerasan 
bermuara kepada kekuasaan politik. 



B. Fungsi dan Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa 

Perbincangan tentang fungsi dan peran hukum dalam penanggulangan 

konflik sosial dimulai dengan rnunculnya tulisan Austin Turk "Law as a Weapon 

in sosial Pemyataan ini menarik jika dikaitkan dengan bagaimana 

peranan hukum dalam menanggulangi berbagai konflik sosial yang sedang 

melanda. 

Dalarn konteks ini mungkin timbul pertanyaan, apakah sedemikian 

besamya peranan yang dapat dimainkan oleh hukum untuk dijadikan sebagai 

senjata dalam mengatasi berbagai konflik sosial yang terjadi. Pertanyaan ini 

muncul mengingat selarna ini dalam mengatasi berbagai konflik sosial pemerintah 

lebih banyak mengambil pendekatan non hukum ketimbang mendayagunakan 

hukum sebagai upaya yang utama. 

Hal yang demikian dapat dimaklumi mengingat dalam kajian hukum yang 

dikembangkan selama ini pendekatannya lebih normatif yang melihat hukum 

sebagai seperangkat norma yang bersifat abstrak dan termuat dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan. Sehingga ada sedikit kesulitan ketika mencoba 

memahami konsep hukum (law) sebagai senjata (weapon) dalam konflik sosial. 

Konsep- akan lebih mudah dipahami bilamana kita menggunakan kajian yang 

bersifat sosiologis tentang hukum. 

' 4  Tulisan ini dimuat dalam Sosial Problem 23 (Februari 1976). Tulisan ini kemudian 
dimuat dalam buku The Sossiology of L a u  Structural Perspective yang diedit oleh William M. 
Evan dari University Pennsylvania (1980). Tejemahan tulisan ini kemudian dimuat dalam buku 
yang diedit oleh Mulyana W. Kusuma dan Paul S. Baut "Hukum Polirik dun Perubahan Sosial". 
(1988) dengan judul "Hukurn Sebagai Senjala Dalam Konjik Sosial". 



Dalam konteks ini Austin T. Turk mengembangkan konsep "Law as 

Conflict Management" atau hukum sebagai Manajemen KonJik". Namun untuk 

itu kita harus memulai yang barn karena seperti yang dikatakan oleh Turk : 

"To defne law as means of conflict management is to leave theory and 

research on law and society without an unulytical f amework independe~ of 

particular ethical and theoretical preference and  aversion^"?^ 

Untuk mendefinisikan hukum sebagai alat management konflik kita harus 

meninggalkan teori dan penelitian tentang hukum dan masyarakat, tanpa kerangka 

kerja analitik serta tidak tergantung pada etika dan teori tertentu yang disukai dan 

tidak disukai. 

Selain itu menurut Austin Turk ha1 ini juga berkaitan dengan konsep 

hukum yang fungsional moral. Tentang ha1 ini ia menyatakan : 

A related diflculty with the moral functionalist conception of law is that 
legal means of conflict management nend to be equated with peaceful ones. 
And there is a strong inclination to msume that consensual, non coersive 
methoak are the only really efective ways of preventing or managing 
conflict .36 

Kesulitan yang ada hubungannya dengan konsep hukum yang fungsionalis 

moral adalah hukum sebagai alat manajemen konflik cenderung untuk 

dipersamakan dengan alat perdarnaian, dan terdapat kecenderungan yang kuat 

untuk menganggap bahwa metoda-metoda consensus dan tidak bersifat memaksa 

adalah cara yang benar-benar efektif mencegah atau mengelola konflik. 

- - -  

35 Turk, Ibid, hlm. 196. 
36 Ibdi, hlm. 106. 
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Dalam upaya menegakkan supermasi hukum sebagaimana dicanangkan 

dalam berbagai kebijakan politik di negara ini, peranan hukum sebagai alat 

management konflik perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih serius 

bilamana diharapkan pada satu pihak supermasi hukum dapat ditegakkan dengan 

sebaik-baiknya dan berbagai konflik sosial yang te jadi dalam masyarakat dapat 

dikelola dengan baik. 

Konsep tentang hukum sebagai senjata daiam menanggulangi konflik 

sosial bersumber dari studi hukum dan masyarakat tentang hukum. Konsep 

hukum yang paling berpengaruh eksplisit atau implicit dalam penelitian hukum 

dan masyarakat belum lama ini adalah ditegaskan secara jelas, khususnya dalam 

karya-karya Fuller (1964-1971) dan Solznick (1 961, 1968, 1969) serta yang 

menonjol dalam buku-buku sumber berpengaruh sebagai Aubert (1959) Nader 

( 1  969) dan Scwarts dan Skolnik (1 970). Kesimpulannya dirangkum oleh Turk: 

Lmu is characterized m essentially a means for settling or precluding disputes 
by (a) articulating the requirements of an idea of justice (expressed as 
preperequisitos for sustaided interaction and the viable organization of social 
l i f ) ,  and (b) restraining those whose actions are inclompative with such 
requirements. Accordingly, the presumptive aims of sociolegal research are to 
determine how legal concepts, imtitutions, and processes +tion in 
preventing, minimizing or are created, how thery relate to compleentary 
nonlegal mechanism; and how they can be more effective." 

Hukum pada dasarnya bercirikan sebagai alat memcahkan atau 

menghindarkan sengketa dengan (a) menegaskan persyaratan ide keadilan 

(diungkapkan sebagai prasyarat bagi terpeliharanya interaksi dan organisasi 

kehidupan sosial yang terus berlangsung), dan (b) mengendalikan mereka yang 

'' Ibid, hlm. 105. 



tindakannya tidak cocok dengan persyaratan demikian. Karena itu tujuan-tujuan 

penelitian sosio legal adalah menentukan bagaimana konsep hukum, institusi dan 

proses berfungsi dari hukum dalam mencegah, memperkecil atau memecahkan 

konflik, bagaimana mekanisme hukum timbul dan diciptakan, bagaimana tujuan 

tersebut berkaitan dengan mekanisme non legal komplementer, dan bagaimana 

tujuan tersebut dapat dicapai lebih efektif. 

Kajian tentang ha1 ini sebelumnya diungkapkan antara lain oleh Vilhelm 

Aubert, Guru Besar pada University of Oslo yang mengawali tulisannya dengan 

mengemukakan: 

Law has man$eldfirnctions in modem society. Although the problems of law 
and these of conflict resolution often merge in prelirerate legal institutions, 
this overlap is only partial in modern legal institutions. The growth of 
legislation in industrialized sosieties, suggests t h a ~  law is used and instrument 
to ficrther many interests other than peacekeeping and conjct resulation. Not 
infrequently legislation creates or intensiJies social conflicts, a consequence 
that may even have been antic@ated by the legislator and accepted as a 
necessary social cost in the eforts to further an action program. Nevertheless, 
conflict resolution has remained an important concern of legal institutions. 
Whatever the purpose of new legislation, the instruments and the language 
employed have been shaped through a development in which peace-keeping 
and conflict resulation have always l e w d  largea3* 

Dari uraian ini tergambar bahwa hukum dapat memberikan kontribusi 

jalan perttecahan terhadap berbagai konflik sosial yang te rjadi dalam masyarakat 

sehingga dapat mewujudkan kedamaian. 

Upaya mengaitkan hukum dengan perkembangan masyarakat adalah 

menyangkut konsep tentang fungsi hukum. E. Adamson Hoebel dalam bukunya 

38 VilheIlm, Aubert, Low m a Way of Resolving Conflict : The Case of Small Industrial 
Society, dalam Laura Nader (Ed) Law in Culture and Society (1969) hlm. 56. 



membuat uraian khusus tentang The Function of law. Dalam bagian tersebut ia 

mengucapkan: 

Law performs certainfinctions essential to the maintenance of all but the 
very most simple societies. 

The first is to define relationships among the members of a society, to 
assort what activities are pemitted and what are ruled out, as to maintain at 
least minimal integration between the activities of individuals abe groups 
within the society. 

The second is derived &om the necessity of taming makes force and 
directing force to the maintanence of order. It is the allocation of authority 
and the detemination of who may exercise physical coorsionaas a socially 
recognisefpriviegeright, along with the selection of the most effective forms of 
physical sanction to achieve the social enris that the law serves. 

The third is the disposition of trouble cases they arise. 
The fourth is to redefine relations between individuals and groups as the 

conditions of live change. AIt is to maintain adaptability.39 

Berbagai hngsi hukum yang disebutkan di atas berkaitan erat sekali 

dengan upaya penanggulangan konflik yang terjadi dalam masyarakat. 

Pandangan Hoebel ini ditegaskan kembali oleh Satjipto Rahardjo dalam 

bukunya. Menurut Satjipto Rahardjo, Hoebel menyatakan, bahwa hukum 

melakukan fbngsi-fbngsi yang essensial untuk mempertahankan masyarakat, 

kecuali bagi masyarakat-masyarakat yang memang paling sederhana. Fungsi 

essensial tersebut adalah: 

1.. Mendefinisihn hubungan-hubungan antara anggota-anggota 
masyarakat, untuk menetapkan hal-ha1 apa yang boleh dilakukan dan 
yang tidak, sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi 
minimal dari Kegiatan-kegiatan antar individu dan Kelompok dalam 
masyaraht. 

2. Fungsi yang kedua ini mengalir dari keharusan untuk menjinakkun 
kekuasaan yang bersifat telanjang dan mengarahkannya dalam rangka 
mempertahankan ketertiban. Di sini kita berhadapan dengan mmalah 
pengalokasian kekuasaan dan penentuan tentang siapa yang boleh 

39 Adamson, Hoebel, The Law of Primitive Man A St& in Comparative Legal Dynamics, 
by Harvard, University Press, New York, Athkneurn, Fourth PrTnting Desember T973, him. 275. 



melakukan paksaan fisik sebagai suatu previlese yang diakui dalam 
rnasyaraht dan bersama dengan itu pula melakukan seleksi untuk 
memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi untuk mencapai tujuan- 
tujuan sosial yang dilqyani oleh hukum; 

3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul; 
4. MendeJinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu dan 

kelompok-kelompok pa& saat kondisi kehidupan mengalami perubahan. 
Hal ini dilakuhn untuk mempertahanikan kemampuan bera&ptasi.40 

Bilamana hngsi ini dapat dijalankan dengan baik maka berbagai konflik 

sosial yang tejadi dalarn masyarakat akan dapat dipecahkan dengan sebaik- 

baiknya. Penyelesaian sengketa adalah satu fungsi dari hukum, namun ia bukan 

satu-satunya fungsi dari hukum. Steven Vago dalam bukunya menulis tentang ha1 

ini: 

Why do we need law, and what does it do for society ? More spec~pcally what 
function does law pet$orm ? As with the definition of law, there is no 
agreement among scholars of law and society on the precise functions, nor is 
there consensus on their relative weight and importance. A variety of 
finctions are highlifed in the literature (see, for example, Aubert 1969, 11, 
Bredeneir, 1962: 74, Mermin, 1973: 5-10, Nader and Todd, 1978: 1, Pollack 
1979: 669 and Samford, 1989: 116-120) depending on the conditions under 
which law operates at a particular time and place. The recurrent themes 
include social control, dispute settlement, and social engineering.4' 

Memang penentuan tentang fungsi dari hukum dalam masyarakat belum 

ada kesepakatan dari para pakar hukum dan ha1 ini sangat tergantung dari kondisi 

masyarakat di mana hukum itu berlaku sesuai dengan tempat dan waktu, namun 

penegasan di atas menyebutkan ada tiga fungsi dari hukum yaitu: 

1. Social control (kontrol sosial) 

2. Dispute settlement (penyelesaian sengketa), dan 

3. Social engineering (rekayasa sosial). 

40 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 283-284. 
4 1 Steven Vago, Law and Society, Loc. Cir., hlm. 12. 



Lebih jauh Steven Vago menjelaskan tentang fungsi yang kedua dari 

hukum yaitu sebagai dispute settlement (penyelesaian sengketa) Steven Vago 

mengemukakan: 

By settling dispute through an authoritative allocation of legal right and 
obligations, the law provides an alternative to other method of dispute 
resolution. Increasingly, people in all walks of life let the court settle matters 
that were once resolved by informal and non legal mechanism, such a s  
negotiation, mediation, or forcible self-help measures. It should be noted, 
however, that law only deals with disagreement that have been translated into 
legal disputes. A legal resolution of contict does not necessarily result in a 
reduction of temion or antagonism between the aggrieved parties. For 
example, in a case of employmeni discrimination on the basis of race, the 
court may focus on one incident in what is a complex and often not very clear 
cut series of problems. It results in a resolution of specijic legal dispute, but 
on in the amelioration of the broader issues that have produced that c o n ~ l i c t . ~ ~  

Jadi dengan demikian hukum juga dapat mempunyai hngsi sebagai sarana 

yang cukup efektif melakukan penyelesaian sengketa dan sekaligus memberikan 

solusi dalam penyelesaian suatu konflik yang te jadi dalam masyarakat. 

Pandangan lain yang masih ada hubungamya dengan pendapat di atas 

adalah seperti yang dikemukakan oleh Soerjomo Soekanto, yang mengacu pada 

pendapat Hoebel menyatakan bahwa hukum sebagai aspek kebudayaan, 

mempunyai beberap hngsi hndamental untuk memelihara kedudukan 

masyarakat, yaitu: 

1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya 
berperikelakuan, sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat; 

2. Menetralisir kekuatankekuatan dalam masyarakat, sehingga dalam 
dimanfdkan untuk mengadakan ketertiban; 

3. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali; 
4. Merumuskm kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antar 

warga masyarakat h n  kelompok-kelompok, apabila terjadi perubahan- 
perubahan.43 
p~ p~ - 

42 Ibi4  hlm. 13-14. 
4; Soerjono Soekanto, Mengem/ Antropo/og); H u h ,  Bandung, Penerbit Alumni, 1979, 

hlm. 22. 



Sedangkan dalam bukunya yang lain Soe jono Soekanto mengemukakan 

pandangan tentang fungsi hukum sebagai sarana untuk memperlancar interaksi 

sosial. Tentang ha1 ini Soerjono Soekanto menulis sebagai berikut: 

Disatu pihak memang benar bahwa hukum mungkin juga berhngsi sebagai 
sarana untuk memperlancar proses interaksi SOSIAL (law as a facilitation of - 

human interaction). Mana yang lebih utama senantiasa tergantung pada bidang 
hukum yang dipersoalkan dan kadang-kadang kedua fungsi tadi berkaitan 
dengan eratnya, sehiigga sulit untuk dibedakan secara tegas. Akan tetapi 
adalah kurang tepat untuk menyatakan bahwa kedua fbngsi adalah penting 
semata-mata untuk mengatasi m a s a ~ a h . ~  

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat 

1. Pandangan Hukum Islam 

Sistem hukum Islam, yang berasal dari tahun 600 M., merupakan 

seperangkat aturan hukum dan keagamaan yang mengatur seluruh sisi kehidupan. 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama 

Islam. Dari empat sistem hukum dunia, ia merupakan satu-satunya sistem hukum 

modem yang terkait dengan sebuah agama, meskipun sistem sosialis juga terkait 

erat dengan tulisan-tulisan Manr, Engels clan Lenin, seperti halnya sistem hukum 

Islam yang terkait erat dengan al-Quran. Sumber utama sistem ini adalah wahyu 

Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad, nabi-Nya, yang merekam wahyu 

tersebut dalarn Al-Quran. 

Kerangka dasar itu diperluas dengan berbagai ajaran dan perilaku 

Muhammad yang terpelihara dalarn bentuk sunah, dan dengan berbagai tulisan 

para sarjana hukum yang secara mendetail telah menguraikan kedua sumber 

44 Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubabn Sosial, Bandung, Penerbit Alumni, 
1981, him. 44. 
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utama tersebut Ketika te jadi kesepakatan bersama di antara para sarjana Islam 

tentang sebuah persoalan yang tidak tercantum dalam al-Quran atau sunah, 

kesepakatan tersebut menjadi gma atau konemw, yang merupakan sumber ketiga 

hukum Islam. Pertanyaan yang tidak tejawab oleh ketiga sumber tersebut 

diserahkan kepada penafsiran dan penerapan hukum para hakirn Islam? 

Asal usul hukum Islam yang bersifat ilahi itu membuatnya lambat 

menerima perubahan sosial, ia temyata cukup fleksibel sehiigga terjadi proses 

westemismi hukum di beberapa negara Islam. Wilayah sosial dan hukum baru 

yang tidak tercakup dalarn Alquran, misalnya, bisa menerima proses legislasi dan 

dapat dirubah mengikuti tuntutan situasi. Hanya hukum-hukum Islam formal saja 

yang bersifat mapan, sementara kompromi informal di antara dan di kalangan 

pihak-pihak yang terlibat boleh dilakukan, di mana adat tempatan memainkan 

peran yang penting. Di sarnping i t -  para hakim hanya memperhatikan aksara 

hukum, bukan semangatnya. Hal ini telah menghasilkan berbagai perangkat 

hukum yang tunduk pada aksara hukum tapi lepas dari semangatnya. Karena 

hanya ada sedikit sumber untuk melaksanakan setiap aspek hukum, penekanan 

pemerintah terhadap prioritas hukum lainnya telah melalaikan penegakkan 

beberapi aturan klasik hukum Islam. 

Terdapat keluwesan dalam hukun~ Islam modern, perubahan pada sistern 

hukum Islam berlangsung lebih lambat dari pada perubahan yang te jadi dalam 

tiga sistem hukum lainnya. Ditemukannya sumber-sumber minyak di Timur 

Tengah yang menerapkan hukum Islam telah membawa perubahan terhadap 

45 Wigmore; Panorama, h. 423.427. 
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struktur sosial dan politik di Negara tersebut yang berdampak pada sistem hukum 

mereka. Hal ini juga membuat sistem hukum menjadi jauh lebih penting dari pada 

s e b e ~ u m n ~ a . ~ ~  

Perdebatan tentang teori pembentukan hukum Islam menarik dibicarakan 

mengingat tentang istilah hukum Islam sendiri mengandung pengertian 

kontroversial. 

Di kalangan Islam sendiri terdapat petbedaan dalam mempersepsi hukum 

Islam. Setidaknya ada tiga pendapat, pertama mengatakan hukum Islam adalah 

apa yang terdapat dalam Syari'at (al-Quran dan Hadits). Kedua berpendapat 

bahwa hukum Islam adalah pendapat atau hasil ijtihad para mujtahid, dan ketiga 

berpendapat hukum Islam adalah hukum Islam itu sendiri. 

Namun ada lagi yang berpendapat bahwa hukum [slam dan Syariat Islam 

itu berbeda. Ada yang berpendapat La Syari 'cita illa ma wafakas Syari 'ah dan ada 

lagi yang berpendapat La Spr i  'cita ilIa ma U'afakan w.~' 
Tradisi hukum Islam rnempunyai karakteristik tersendiri, karena ia 

merupakan hukum yang pembentukannya dilakukan oleh para yuris (ahli hukum 

Islam) sebut saja seperti imam Abu Hanifah, lmam Malik, Ahmad bin Hambal 

maup& Imam Asy-Syafii serta banyak lagi yang lainnya4'. Hukum Islam 

mempakan hasil ijtihad para fukaha (ahli hukum Islam) melalui ijma, q i a  

(analogi), masWahat mursalah, istihsan, istishab, sadduzzariah, syaricir man 

46 fbici, h.43 1-43 7. 
47 Abdul Wahhab Khallaf, Masadir at-Taryri 'fi ma la ,Va.ssafih, (Mesir: Dar alKitab al- 

'Arabi, 1961), hlm. 124. 
48 Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh, darul Fikr, Beirut, 1999, hlm. 45. 



qablam dan uf19, terhadap teks al-Quran (sumber hukum) dalam konteks ruang 

dan waktu. Tetapi sebagaimana ulasan di muka bahwa perdebatan tentang teori 

pembentukan hukum Islam masih kontroversial dan masih ada tanggapan pro dan 

kontra. 

Islam sebagai agama fitrah, adalah suatu paduan ajaran damai, dan selalu 

menganjurkan perdarnaian. Secara umum, bahkan Rasulullah SAW 

menganjurkan kepada umatnya, agar selalu menganjurkan perdamaian. Dalam 

sebuah hadits, Rasulullah SAW berdialog dengan para sahabatnya tentang sesuatu 

amalan yang apabila diamalkan, maka amalan tersebut akan membuahkan kasih 

sayang di kalangan umat. Amalan itu adalah menyebarluaskan salam perdamaian 

di kalangan umat. Afsyus salama bainakum. 

Kata Islam sendiri berasal dari kata salaam yang artinya selamat, 

sejahtera, damai, atau perdamaian. Islam sebagai agama paripurna (dien), 

mengandung berbagai aspek ajaran. 

Annemarie Sehimmel, Prof. of Indo-Muslim Culture Harvard University, 

mengemukakan bahwa: 

Islam sejati adalah kepasrahan mutlak kepada Tuhan, sebagai perwujudan 
dari keyakinan bahwa "Tiada Tuhan selain Allah" dan dari tiga aspek 
penting dalam kehidupan beragama: yaitu Islam: penyerahan diri 
sepenuhnya kepada Tuhan, iman : keyakinan yang mutlak kepada-Nya dm 
kebijakan-Nya; Ihsan; melakukan arnal yang benar dan luhur, karena ia 
mengetahui bahwa Tuhan selalu mengawasi perbuatan dan pikiran 
manusia. 50 

Dalam ungkapan hadis, Islam adalah sebuah dien, yang diuraikan dalam 

ungkapan (Rukun) Iman, Islam dan Ihsan. Dalam sebuah majelis taklim bersama 

49 Abu Zahrah, U s M  Fiqh, Darul Mdrif ,  Beirut, 1999, hlm. 67. 
S%chimrnel Annemarie, dalam Bawa Muhayyadin, Islam & World Peace, E x p l d i o n  of 

A Suft ; (Tasauf Mendamailcan Dunia), Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm. 9. 
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sahabat, Rasulullah didatangi oleh Malaikat Jibril, lalu terjadi dialog interaktif 

antara Rasulullah dengan Jibril, dengan disaksikan oleh sahabat Umar bin 

Khatthab dan sahabat lainnya. Jibril menanyakan kepada Rasul tentang apa itu 

iman, apa itu Islam, apa itu Ihsan dan seterusnya. Rasulpun menjawabnya secara 

jelas. Dari dialog interaktif itu, Rasul mengatakan "Itulah Jibril, datang 

mengajarkan kepada kamu tentang Dien kamu.'' Dalam istilah hukum 

kontemporer, Islam &pat disebutkan sebagai paduan antara iman (kepercayaan), 

syari'at (hukum) dan Ihsan (etika, moral, akhlak). 

Perlu dikemukakan dalarn bagian ini adalah bagaimana konsepsi Syari'at 

Islam dalam mengusahakan perdarnaian di kalangan pihak-pihak yang berselisih 

atau bersengketa. Dalam doktrin al-Qufan, disebutkan bahwa sesungguhnya 

orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, dan diperintahkan agar 

senantiasa memperbaiki hubungan persaudaraan tersebut. Hal ini termaktub dalam 

QS al-Hujurat (49) : 10 yang berbunyi: 

~Fj,+t11~3&+1ij.?!I+lio+l~+g\Lojl 

Te jemahnya: 
Sesungguhnya orang-orang mukrnin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudararnu dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmata5* 

Untuk memelihara persaudaraan itu dan agar terpelihara perdamaian, al- 

Qur'an telah memberikan metode antara lain sebagaimana termaktub &lam QS al- 

Hujuraat (49) : 11-12 sebagai berikut: 

5' Al Imam Muslim bin al Hujaz bin Muslim a1 Qusaiyri Abul Husain Hafidz, Sahih 
Muslim bi@arah an Nauaui,  Kitab al-Sa'ab, Qairo, Mesir, 1390 H, hlrn. 133-134. 

52 Departemen Agarna RI, Al-Qru'an dan Tejemahnya, Yayasan Penyelenggara 
Penterjemahlpenafsir al-Qur'an, Jakarta, 1971, hlrn.846. 



Te jemahnya: 

(11). Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu h u m  mengolok-olok 
kaum yang Iain (karena) boleh jadi mereka bang diolok-olok) Iebih 
baik dari yang mereka bang mengolok-olok) dan jangan pula wanita- 
wanita (mengolok-olok) wanita-wanita Iain (karena) boleh jadi 
wanita-wanita bang diperolok-olokan) lebih baik dari wanita &ang 
mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan 
janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan ialah @anggilan) yang buruk sesudah iman 
dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka iitulah orang- 
orang yang zalim. 

(12). Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu aMah dosa dan janganlah 
kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian 
kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang 
diantara kamu memakan daging s&anya yang telah rnati? MaRa 
tentulah kamu merasa jgik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi m aha penyayang.53 

Dalam ayat lain, yakni surah an-Nisa : 128 disebutkan bahwa : 

5 4 ~  @I "perdarnaian itu adalah lebih b a i ~ . ~ '  

Dalam sebuah dialog interaktif, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya 

tentang amal yang apabila diamalkan, akan menumbuhkan rasa cinta kasih di 

antara sesama ummat, maka Rasulullah bersabda : 

53 Departemen Agama RI, Ibid, hlm. 847. 
54 Nazih Hammar, Aqdus Shulh Fi Syari'aril Islam (Sebuah Kajian Perbandingan), Beirut, 

Darus Samiyah, Cet. 1, 1996, hlm. 5 
J ~ \ ~ x ~ & \ ~ ~ ~ + : & ~ L ~ + ~ G ~ ! + : ~ ! $ & ~  : d l  

JWI;%JC J ~ ~ l j L j L L l I ~ U l j ~ ~ l j ~ ~ 1 : ~ ~ \ i i ) ! Y ~ I ~ L ~ $ ~  

55 Departemen Agama RI, Ibirl, hlm. 143. 



"Sebarluaskanlah salam perdamaian di antara kumu". 

Dalam hadits lain disebutkan : 

Yang artinya: 
Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama dari puasa 
dan shadaqah ? Para sahabat menjawab "tentu saja" Sabda Nabi : Yaitu 
perdamaikanlah diantara kam u, karena rusaknya perdamaian diantara 
kamu adalah menjadi pencukur, yakni perusak agama. (Hadits Riwayat 
Abu daud dan Turmuzi). 

Dari penegasan ayat dan hadits tersebut dapat dikemukakan bahwa syari'at 

Islam adalah satu tatanan ajaran yang mengutamakan perdamaian. Penegasan ini 

menghendaki bahwa terciptanya perdamaian di kalangan sesarna Muslim adalah 

suatu keniscayaan. 

Dalam kehidupan sosiologis, dikehendaki atau tidak, disengaja atau tidak, 

kadang-kadang terjadi perselisihadpersengketaan, baik itu mengenai persoalan 

perasaan, harta baik harta waris (waris ma1 waris), maupun persengketaan 

harta (perdata) lainnya. Demikian pula menyangkut kehidupan Rumah Tangga 

(Munakahat) atau biasa disebut pula dengan istilah Hukum Privat (al-ahwal 

asy-syakhsiyah). Untuk menghidari adanya perselisihan atau persengketaan, 

memang memerlukan upaya-upaya manusiawi, baik dengan cara membina 

Imam Muslim, Op. Cit. hlrn. 145. 
57 Abu Daud Sulaiman lbnu Al Ash-'Ash, Sunan Abi Daud,. Muau'ah al-Hadits al-Syarif 

al Ashdaru a1 Awwalu 102, Capy Right Jarni'ul Huquq Mahhdhah al Syirkah sakhr Libarnamij a1 
Hasib 1991-1996, Ihda Syirkat Majmu'ah a1 Alamiyah, hlrn. 35. 



kepribadian melalui pelajaran-pelajaran atau nonna agama, akhlak, moral, etika 

maupun norma hukum. Konsepsi al-Quran seperti yang telah dikutip diatas adalah 

suatu upaya pencegahan akan terjadinya perselisihan itu, dan adanya 

anjuranlperintah untuk menciptakan dan memelihara perdamaian tersebut. Akan 

tetapi dibalik upaya seperti itu, tanpa disadari dan tanpa direncanakan maupun 

dikehendaki, sengaja atau tidak, perselishan atau konflik itu kadang-kadang tidak 

dapat dihindari dan tidak dapat diselesaikan secara sederhana dan tepat. 

Dalam tradisi ummat Islam, suatu perselisihan, kemungkinan masih dapat 

diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan, dengan melibatkan unsur tua-tua 

kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama (ulamalmuballigh), atau keluarga 

Akan tetapi apabila perselisihan itu sudah tidak dapat lagi dipecahkan secara 

kekeluargaan, kemasyarakatan atau secara keagamaan, maka perselisihan itu telah 

berobah yang akhirnya akan meningkat menjadi "sengketa" dan pada akhimya 

untuk penyelesaiannya terpaksa diajukan kepengadilan sebagai suatu "perkara". 

Sengketa yang telah diajukan kepengadilan inilah yang menjadi fokus rnasalah 

dalam pembahasan ini. 

Di zaman Rasulullah, beberapa kasus diajukan kepada Rasulullah untuk 

memperoleh putusan dari beliau. Dalarn menerima pengaduan gugatan, Rasulullah 

senantiasa mengutamakan penasihatan baik kepada penggugat maupun tergugat, 

agar mau berdamai. Metode penasihatan Rasulullah agar pihak-pihak dapat 

berdamaipun bermacam-mcam, tergantung macam perkara yang diajukan 

kepadanya, yang kadang-kadang dalam penasihafan perdamaian itu terkandung pula 
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prinsip-prinsip hukum acara. Dalam beberapa hadits dapat di kemukakan antara lain 

sebagai berikut: 

+ ~ J ; ~ ~ ; I L J I @ + ~ ~ ~ ~ + ~ I J P Y ~ J ~ I + ~ I Y ; I  J L L ? I ~  

e ; r * e t w & p r L + &  ~ i , ~ + @ 1 & ~ 1 ~ ~ k t ) $ r m  

5 8 J ~ l ~ 4 ~ l + ~  

Artinya: 

..... Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, dan karnu mengajukan 
persengketaanmu padaku. Mungkin saja sebagian dari kamu lebih lincah 
dalam mengajukan argumentasinya dari yang l a i ~ y a .  Maka aku akan 
menghakimi kalian sesuai apa yang aku dengar dari dalildalil kalian. 
Maka aku nasihatkan; barang siapa yang aku putuskan padanya 
dengan memberikan sesuatu dari hak saudaranya, janganlah dia 
megambilnya; karena sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya 
sekeping dari api neraka." HR. Bukhari. 

Kalimat-kalimat terakhir dari hadits di atas memberikan kesan bahwa 

Rasu lullah dalam upaya menyelesaikan sengketa, memberikan nasihat agar hati-hati 

dalam berperkara. Sebaiknya menempuh upaya damai, daripada memperoleh 

putusan menang atau kalah. Padahal kemenangan itu mengandung ancaman neraka. 

Itulah upaya Rasuhullah dalam kapasitasnya sebagai hakim, sebelum memutus 

perkara, beliau menempuh upaya mediasi dengan menasihati para pihak bertikai 

supaya mau berdamai, agar tidak terancam siksa neraka. 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi 

Hurairah Rasulullah SAW bersabda : 

Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail al Bukhari, Shuhih Bukhuri, Mausu'ah al-Hadits 
al-Syarif al Ashdam al Awwalu 102, Capy Right Jami'ul Huquq Mahfudhah al Syirkah sakhr 
Libarnamij a1 Hasib 1991-1996, Ihda Syirkat Majmu'ah a1 Alamiyah, hlm. 80. 
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Perdamaian adalah boleh diantara urnrnat Islam, terkecuali perdamaian 

yang menghalalkan sesuaiu yang haram atau mengharam kan yang halal. 

Hukum Islam juga mengenal adanya mediator. Dalarn QS. An-Nisa' (4) : 35 

terdapat ketentuan tentang adanya mediator tersebut, yakni dalam perkara Syiqaq. 

irn$j?~s~~11+~d1w1;rtskg41r1it.u1fid~.6i)?d1L:+(51g 

I . J & ~ ~ L Z ~ I ( ~ I L . &  

Te jemahannya: 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perernpuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suarni istri itu.60 

Dalam Islam peristiwa atau kasus yang segera menuntut penyelesaian dari 

nash terkadang diselesaikan melalui kemarnpuan mujtahid untuk mengelaborasi 

rnaksud nash tersebut agar sesuai dengan mashlahat pada kondisi, tempat dan 

ruang tertentu. Demikian pula kontruksi, dasar-dasar dan orentasi tentang konsep 

rekonsiliasi atau badamai dapat diketemukan pada salah satu ajarannya yang 

dikenal dengan sebutan al-afivu ' 'anil tqubah (ampunan atas suatu huk~man)-~ '  

., Dengan berbagai metode istimbath hukum sebagaimana dikemukakan tersebut, 

para sahabat dan para mujtahid belakangan berhasil melahirkan konsep 

pemahaman ajaran Islam secara rasional, lebih mendalam dan konprehensif, 

sehingga pleksibelitas dan elektisitas ajaran Islam nampak dalam penerapan 

sebagaimana yang dipraktekkan oleh para khulafaurrasyidun dan para umat Islam 

di kernudian hari. 

59 lbnu Hibban, Shoheh lbm Hibban, Muas sasatir risalah, Juz 1 I, Beirut, 1993, hlm. 488. 
60 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 123. 

Ibnu Arabi, Sirah Sahabot, Darl Fikri, Beirut, tt. Hlm. 86. 



Salah satu istimbat hukum terhadap surah An-Nisa ayat 93, 

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka 
balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar 
l?aginya.62 

As-Suyuthi menafsirkan bahwa di samping ayat tersebut menurutnya 

terdapat ayat-ayat lain dalam surah al-Baqarah yang berkaitan dengan ayat-ayat 

magfirah atau ampunan yang menjelaskan adanya kemaafadampunan atau 

keringanan dalam bentuk diaddenda seperti dalam surat Al-Baqarah (2) : 178 dan 

265, clan An-Nisa (4) : 75,97,98 dan 127 serta surah Al-Ahzab (33) : 30 dan 68. 

Dari ha1 tersebut dapat disimpulkan bahwa membunuh seseorang dengan sengaja 

lebih baik dihukum kafarah 

Menurut Dr. Saamikh Sayyid Jaad pada prinsipnya filosofi pemikiran yang 

mendasari konsep pemaafan atas hukuman adalah berkolerasi erat dengan falsafah 

penghukuman itu ~ e n d i r i . ~ ~  Dalam syari'at Islam, tujuan penjatuhan hukuman 

(pidana) pada pelaku kejahatan setidaknya didasarkan atas 2 (dua) orientasi 

pokok. Pertama, orientasi yang bersifat umum yakni untuk mencegah timbulnya 

kerusakadmadharat dalam kehidupan manusia clan untuk menciptakan 

kernashlahatan di dalamnya. Inilah inti dari Maqashidut Tasyri' yang berbunyi 

62 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjenduya, Yayasan Penyelenggara 
PenterjemaWentafsir Al-Qufan, PT. Intermasa, Jakarta, 1974, hlm. 149. 

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, Tdsir Jalalaiflafsir Al-Qur'an Al- 
'Adzim, Toha Putera, Semarang, tt, hlm. 47 dan 71. 

64 Dr. Saamikh Sayyid Jaad, Al-'Afwu 'anil 'Uquubah filfiqhil Islami wal Qonuunil 
Wadl'ie, Maktabah Daarul Maarif, Cairo, Mesir, 1989. 
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Daful mafasidi wa jalbul ma~haalihi,~' yang berarti Islam menganjurkan untuk 

menjauhi kemudharatan dan menganjurkan untuk menegakkan kema~hlaha tan~~ 

Adapun orientasi tujuan pemidanaan kedua yang bersifat khusus ialah 

untuk pembalasan dan sekaligus pencegahan kejahatan (al-jazaa'u war raddu) 

serta untuk pengajaranlpendidikan dan kebaikan kehidupan bersama (at- 

ta 'dieb/at-tahdzieb wal i ~ h l a h ) . ~ ~  

Selain itu penyelesaian sengketa hukum dalam hukum Islam tidak 

mengenal pembagian hukuman berdasarkan pelanggaran perdata maupun pidana. 

Semua jenis pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan, bahwa 

tidak seorangpun dapat dihukum kecuali ada peringatan terlebih d a h ~ l u . ~ ~  

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Hurairah 

Rasulullah saw pemah menganulir penyelesaian kasus (zina). Kasus itu 

diselesaikan dengan darnai melalui cara pembayaran tebusan seratus ekor 

kambing dan seorang hamba perempuan, sebagai hadits berikut : 

~ ~ j " ~ & l * & \ I l t i ) ! & l I L k . * L S ~ ~ ~ l G ~ u ~ J & ~ i ) ! G ~ i . ~ 1 I j ; ~  

~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ ; ~ ~ I ~ \ J ~ , , ~ ~ ~ ~ ~ \ C ~ X ~ A ; I I \ + , , ~ I  

JJ& G I p &  j j i l ~ & + & & l " ~ ~ \ ~ Y l & ~ J ~ ~ l i ; l d \ ~ ~  

;UL &&I& t . j l \~$l  &l ~ i ~ ~ l ( ; ; ~ ~ > ~ l ~ ' o s ~ 4 i o c j ? l  +iieJ\ 41 & 

&j+Jj(;rillj-a3gJILIal~L& ~ Y ( r L ; r > ~ ~ ~ ~ C f J ~ ' &  +=%-);i> 

65 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Dar a1 Fikri al Araby, BBeiruf 1958, hlm. 
278. Lihat Asymuni Abduri-ahrnan, Kaidoh-kaidah Fiqhiyah, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hlm. 
56. 

66 Wahbah Zuhaili, OpCit. hlm. 65. 
" Al-Baqamh ^ 179 dan An-Nur : 2 serta al-Maidah " 38. 

Perhati kan asas legal itas dalam hukum pidana, bahwa tidak seorangpun dapat dihukum 
kecuali atas undang-undang. 



Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid alJuhani r.a. : Bahwasanya seorang 
laki-laki dari kaum Arabi datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Ya 
Rasulullah, aku memohon kepadamu keputusan yang terdapat dalam Kitab Al- 
Qur'an bagiku, lalu yang lainnya berkata dan meminta pula : Ya Rasulullah 
putuslah kami dengan Kitab Allah dan izinnkanlah aku. Beliau bersabda : 
Katakanlah apa itu ? ia berkata : Sesungguhnya anakku buruh orang ini dan 
berzina dengan istrinya, aku telah mendapat kabar anakku ini hams dirajam, 
maka aku sanggup menebusnya dengan seratus ekor karnbing dan seorang 
hamba perempuan. Aku bertanya kepada ahli ilmu dan mereka memberitahu 
kepadaku bahwa anakku itu hams dipukul keras (jilid) seratus kali dan 
diasingkan selama satu tahun, dan istri orang itu harus dirajam. Kemudian 
Rasulullah saw bersabda : Demi yang jiwaku ada pada tangan-Nya (Demi 
Allah), sungguh aku akan menghukumi antara lamu dengan Kitab Allah. 
Sesungguhnya hamba perempuan dan kambing kembali kepadamu dan 
anakrnu wajib dijiliid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan 
kamu hai Unais pergilah kepada istri orang ini, dan jika ia mengaku 
kesaalahannya maka rajamlah ia (Hadits disepakati oleh imam Bukhari dan 
imam Muslim) lafaz ini pada imam ~ u s l i m . ~ '  

Menurut Ibnu Taimiyah Hadis ini jika dikaitkan dengan Al Qur'an surah 

Al Maidah ayat 33 yang artinya: 

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan Rasul-Nya dan membuat keruskaan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal 
balik, atau dibuang dari tempat negeri (tempat kediamannya). Yang demikian 
itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akherat mereka 
beroleh siksaan yang 

Maka sebenarnya tidak semua macam perbuatan keji (zina) dapat 

diselesaikan dengan damai dan membayar tebusan (diat). Sebab menurut 

69 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shoheh BuWuui, Beirut, Daru Ibnu Kasir, Juz 2, 
1987, hlm. 959. 

70 Moh. Machfuddin Aladif, Terjemah Bulughul M m ,  Karya Imam al-Hafiz Ibnu Hajar 
al-Asqalani, CV. Toha Putera, Semarang tt. Hlm. 613. Lihat Moh. Ismael, Terjemah Bulughul 
Murum, Putera al-Ma'arif, Surabaya, 1992, hlm. 641-642.. 

7' Departemen Agama RI, Op. Cif. hlm. 164. 
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ketentuan Jinayah ada beberapa ketentuan hudud yang merupakan hak Allah, yang 

macam hukumannya telah ditentukan. Seperti minum khamar, berzina, 

merampok, melakukan makar (pemberontakan terhadap negera yang 

sahlterorisme). Sehingga melalui Hadits Abi Hurairah tersebut Rasulullah 

mengoreksi atau menganulir perbuatan yang dilakukan oleh sahabat ketika 

berupaya menebus perbuatan zina dengan seratus ekor kambing dan seorang 

hamba wanita dalam kasus anaknya berzina Artinya upaya perdamaian tidak 

dapat diterapkan dalam kasus perzinaan, kecuali dalam ha1 qisash yang telah 

ditentukan dalarn Al-Qur'an. 

Dijelaskan lagi dalam Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah, bahwa bagi laki-laki 

yang berzina hendaklah dijilid seratus kali dan dibuang selama setahun. Adapun 

bagi perempuan yang mengaku berzina maka hendaklah dirajam. Tetapi Ulama 

berbeda pendapat dalam memberikan sanksi kepada perempuan yang berzina. 

Kalau kemudian ia mengaku dan bertobat apakah ia tetap dirajam. Allah hanya 

mengecualikan orang-orang yang bertaubat sebelum mereka ditangkap. Adapun 

orang yang bertaubat setelah ditangkap maka hukuman tersebut tetap berlaku bagi 

orang yang wajib mendapatkan hukuman, dan sebab akibat dari ayat tersebut. Ini 

apabila telah terbukti Adapun apabila dengan pengakuan dan ia datang dengan 

rnengakui dosanya &lam keadaan bertaubat, maka &lam ha1 ini terdapat 

perdebatan yang disebutkan dalam pembahasan selain ini. Zahir ~ a z h a b  ~ h m a d ,  

bahwa tidak wajib melaksanakan hukuman dalam kasus semacarn ini. Tetapi 

apabila ia meminta diterapkan hukurnan terhadap duiya,  maka hukuman tersebut 



dilaksanakan dan jika tidak (meminta hukuman), rnaka tidak dilaksanakan 

hukuman terhadapnya.72 

2. Pandangan Hukum Adat 

Secara bahasa adat berarti sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan 

bemlang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan aka1 s e h a ~ ' ~  

Istilah lainnya adalah 'urf, yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan 

dianggap baik serta diterima oleh aka1 Ketika adat dikaitkan dengan 

hukum, maka berarti hukum yang berdasarkan adat. 

Ada banyak konsep tentang hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli. 

Sebagian dari para ahli mengindentikkan hukum adat sebagai hukum yang 

mencerminkan kesadaran hukum masyarakac berkembang dalam poIa perilaku 

anggota-anggota masyarakat sehari-hari. Salah satunya Ter Har menyebut hukurn 

adat sebagai sekumpulan ide-ide normatif yang menjelma dalam keputusan para 

72 Tetapi Ularna berbeda pendapat &lam memberikan sanksi kepada perempuan yang 
benina itu. Kalau kemudian ia men@ dan bertobat apakah ia tetap dirajam. Allah hanya 
mengecualikan orang-orang yang bertaubat sebelurn mereka diiangkap. Adapun orang yang 
bertaubat setelah ditangkap maka hukuman tersebut tetap berlaku bagi orang yang wajib 
mendapatkan hukuman, dan sebab aldM dari ayat tersebut. lni apabila telah terbukti. Adapun 
apabila dengan pengakuan dan ia datang dengan mengakui dosanya dalam keadaan bertaubaf 
maka &lam ha1 ini terdapt perdebatan yang disenbutkan dalam pembahasan selain ini. Zahir 
Mazhab Ahmad, bahwa tidak wajib melaksanakan hukuman dalam kasus semacam ini. Tetapi 
apabila ia meminta diterapkan hukuman tahadap dirinya, maka hukuman tersebut dilaksanakan 
dan jika tidak (meminta hukuman), maka tidak dilaksanakan hukuman terhadapnya Lihat lbnu 
Taimiyah, Mqmu Fafmva Ibm Taimiyahfil Fiqh, Darul Fikri, Beirut, tt, Juz 28, hlm. 301. Lihat 
Syaikhurl Islam lbnu Taimiyah, Kumpulan Fahva lbm Tairniyah tentang Amar Ma'M Siycuah 
Jinayah, Jihad Fi SabiIiIIah. Darul Haq, Jakarta, 2005, hlm. 332-333. 

73 PT Ichtiar Barn Van Hoeve, EsiAopedi Islam, Jakarta, 200 1, hlm. 58. 
74 Terdapat perbedaan penggunaan antara istilah al-'adat dan al-'urf di kalangan 

sebahagian Ulama Hal ini disebabkan, karena secara etimologis, al-'adat berarti sesuatu yang 
telah diketahui. Ulama yang membedakan pemakajan kedua istilah ini dian-ya Abu Sinnah dan 
Muhammad Musthafa al-Syalaby, begitu juga Al-Zarqa'. Lihat Uraian selengakapnya pada uraian 
Ahmad Fahmi Abi Sinnah, A1 'Utf wa al- '& fi Ra 'y el-Fuq& (Ttp : Mathba'ah al-Azhar, 
1947) hlm. 7-13, Muhammad Mushthafa al-Syalaby, Ushul al-Fiqh al-lslami, (Beirut : Dar al- 
Nahdhah at-Arabiyyah, 1406 H/1986 M), hlm. 3 13-3 15 clan Muahmmad Ahmad Al-Zarqa, al-Fiqh 
a/-lslamji Tsaubih al-Jadid al-MadWlal ila-Fiqh a1 'Am, Juz I1 (Damsyiq: Tharbin, 1968) Cet. X, 
Hlm. 838. 



penguasa masyarakat yang dikeluarkan dalam ha1 terjadinya sengketa di antara 

anggota-anggota masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam ma~~araka t .~ '  Soetanyo Wignyosoebroto mengkonsepsikan hukum adat 

sebagai substansi atau jiwa hukum perundang-undangan (hukum tert~lis).'~ 

Sementara itu Soepomo mengemukakan konsepsi hukum adat sebagai berikut : 

"... istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak 
tertulis di dalam peraturan legislative, hukum yang timbul karena 
keputusan hakim, hukurn yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang 
dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa- 
desa.. . semua inilah merupakan hukum adat".77 

Secara umum hukum adat menunjukkan hukum yang tidak tertulis tapi 

masih diakui oleh masyarakat sebagai suatu yang seharusnya berlaku dan hidup di 

masyarakat. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang 

diadakan di Yogyakarta pada tanggal 15-1 7 Januari 1975 merumuskan Hukum 

Adat sebagai "Hukum Aseli Indonesia yang terfulis/fertuang didalam bentuk 

perundang-undangan Republik Indonesia dan disana-sini mengundung umur 

Sebagai ilustrasi terhadap kesimpulan yang bersifat umum itu, baiklah 

dikemukakan pendapat beberapa ilmuwan yang menyoroti Hukum Adat dari segi 

bentuk dan strukrurnya. Dari uraian Profesor Supomo, Profesor Suripto, Profesor 

Dj ojodigoeno, Profesor Sudiman Kartihadiprodjo, Suroyo W ignyodipuro, 

Hardjito Notopuro, Bushar Muhammad, dapatlah disimpulkan: 

75 H.R Otje Salman Soemadininpt, Rekonsep~ualisasi Hukum A d d  Kontemporer : 
Telaah Kritis terhadap Hukurn yang Hidup dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 53. 

76 Soetanyo Wipyosoebroto, Peranan Hukutn Adat untuk Menata Hubungan kerja dalam 
Masyarakat Industri, Seminar Masa Depan Hukum Adat, Yogyakarta, FH UII, 1988. 

77 R Soepomo, Kedthkon H h m  Adaf a5 Kemudian Hari, Jakarta ; Pustaka Rakyat, 
1959, hlm. 29-30. 
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a. Hukum Adat adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat qualitate qua 

merupakan pola hidup kemasyarakatan, khususnya rasa keadilan dan 

kepatutan dari tempat hukum itu lahir, tumbuh dan surut. 

b. Hukum itu timbul langsung dari landasan pokoknya, ialah kesadaran 

hukum masyarakat, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, 

serta proses pembentukan norma-normanya tidak bergantung kepada 

c. Sebagai "Hukum Indonesia", Hukum Adat mempunai corak khas, berbeda 

dengan sistem Hukum Barat, khususnya sistem hukum kodifikasi Eropa 

Kontinental. 

d. Hukum itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang riil, dari 

sikap dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan 

e. Hukum Adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan 

plastidelastidluwes. Sifat pertama menunjuk pada garis kontinuitas 

kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan 

kemampuannya untuk berkembang seiring-sejalan dengan tuntutan alam 

dan zarnan, serta menyesuaikan diri dengan b u s - b u s  khusus, unik 

ataupun menyimpang.gO 

f. Oleh karena itu Hukum Adat sekaligus dapat mengandung unsur yang 

merembang layu, memudar, meluntur disamping unsur yang berlagak- 

78 Supomo, Bab-bab Tentang Hukum A& Penerbit Universitas, Tahun 1967, hlrn. 5 .  
79 Suroyo Wignyodipuro, S.H., Penguntar a h  Ass-asas Hukum Ada, " Gunung Agung, 

Jakarta, Cet. IV. 1982, hlm. 5. 
Djojodigoeno, Menyanda Hukum A d ,  Yayasan Fonds UGM, tahun 1950, hlm. 8. 
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gaya dalarn puncak kejayaannya, serta anasir yang sedang merayap-melata 

pada taraf ke~ahirann~a.~ '  

g. Tentang kokoh-kuatnya Hukum Adat berurat-berakar di haribaan 

masyarakat, Van Vallenhoven melukiskan sebagai berikut: "Jika penguasa 

memutuskan kan mempertahankan Hukum Adat, paclahal hukum itu sudah 

surut, maka penetapan itu akan tiada guna. Sebaliknya, seandainya telah 

ditetapkan dari atas bahwa Hukum Adat hams diganti, sedangkan rakyat 

masih mentaatinya, maka Hakim Negara sekalipun akan tidak berdaya 

Adapun karakteristik lainnya dapat dicatat, bahwa sebagaimana sistem 

hukum Islam, maka hukum adat juga tidak mengenal pembagian hukum publik 

dan hukum privat, terutama dihadapkan dengan bentuk penyelesaian sengketa. 

Untuk melengkapi gambaran karakteristik Hukum Adat i ty patutlah 

kiranya diketengahkan pendapat beberapa tokoh terkemuka lainnya yang 

meninjau Hukum Adat sebagai hukum talc tertulis yang mengandung dasar 

pemikiran spesifik, yang secara prinsipil berbeda dengan segala macam hukum 

tak tertulis lainnya. Dari tinjauan Profesor Muhammad Koesnoe, Doktor Satjipto 

Rahardjo, Doktor Suryono Sukanto, Profesor Kuntjaraningrat, dapatlah ditarik 

kesimpulan: 

Di dalam "Poetoesan Kongres Pemoeda-Pemoeda Indonesiay' yang 

terkenal dengan narna "SUMPAH PEMUDA" 28 Oktober 1928 itu, HUKUM 

ADAT dijadikan dasar pemersatu, faktor integrasi bangsa Indonesia, bersama- 

'' C. Van Val lenhoven, Miskenningen van het Adatrecht, tahun 1969, hlm. 60. 
82 Sudiman Kartohadiprodjo, Hukwn Nasioml, Beberapa Catatan, Binacipta Bandung, 

hlm. 8. 
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sama dengan faktor "kemaoean, sedjarah, bahasa, pendidikan dan kepandoean".83 

Dengan demikian Hukum Adat diangkat dari keterbatasan lingkungan dan 

pendukungnya ke taraf yang lebih luas, lebih umum, seragam-sebahu dengan 

damba nasion Indonesia, sehingga meraih ruang lingkup nasionaLS4 

Jika diikuti perkembangan pengertiannya, mula-mula Hukum Adat 

dirumuskan sebagai adaf yang bersanksi, kemudian dikenal darildalam kepufusan 

&ngsionaris hukum danlatau warga masyaraRat, selaras-serasi dengan struktur 

masyarakat yang menjadi substratumnya. Setelah itu Hukum Adat dinilai sebagai 

hukum yang lahir Iangsung dari pikiran dan cita w e )  serta kebutuhan hukum 

r a w ,  yang selanjutnya berkemhang menjadi hukum yang lahir dari kepribadian 

bangsa, meningkat menjadi Hukum Ada Indonesia ataupun Hukum Nasional 

Indonesia ".85 

Diamati dari sudut isi serta lingkungan kuasa berlaku personal dan 

teritorial, maka pada mulanya-sesuai dengan tingkat pengetahuan yang relevan- 

Hukum Adat berisi ketentuan-ketentuan yang terletak pada taraf kebiasaan, 

sehingga serupa dengan hukum kebiasaan dari suku atau golongan yang ada. 

Kemudian ditarik ke arah pokok-pokok ketentuan yang abstrak, sehingga 

diversitas isinya tampak berkurang. Selanjutnya ditingkatkan lebih jauh lagi 

kepada asas-asas hukum yang hidup di dalam masyarakat. Makin abstrak 

pengisiannya, semakin luas pula ruang lingkup berlakunya, baik pemnal, 

teritorial maupun material, sesuai dengan ajaran Hans Kelsen, sehingga akhimya 

83 TH. Lim, kdat, Hulturn Adat dan Perkernbangan Hukarn NasionaP', Harian"Kompasw, 
21 Mei 1977. 

84 ibid". 
85 Muhammad Koenoe, "Perkembangan Hukum Adat Setelah Perang Dunia I1 dalam 

Rangka Pembaharuan Hukum Nasional", Simposium Sejarah Hukum, BPHN tahun I975 No. 1 15. 
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dapatlah, disebut Hukum Aseli, Hukum Berkepribadian bangsa, Hukum Nmiond, 

Hukum Pancasila, karena lahir dari karsa yang di dalam ikatan kesatuan dengan 

cipra dun rasa melahirkan kebudayaan b ~ n ~ s a . ' ~  

Melalui pendekatan secara fungsional, yaitu tidak hanya normatif, tetapi 

juga sosiologis, antropologis, politis dan ekonomisa7 sampai kepada kesimpulan: 

a. Hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan pikiran-pikiran dan cita- 

cita hukum Indonesia; 

b. Sejak kemerdekaan, lahirlah Hukum Nasional yang mencerminkan cita- 

cita hukum Indonesia dan menjadi sarana masyarakat Indonesia baru 

untuk menanggulangi masalah-masalah aktual yang dihadapinya, 

mengantarkannya ke dunia yang dicita-citakannya. 

c. Hukum Adat sebagaia hukum yang hidup tetap akan ada sebagai 

pelengkap dati Hukurn Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum 

tak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran 

dari kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan-kepentingan yang tidak 

terucapkan di dalam hukum tertulis. 

Pendekatan interdisipliner yang dilakukan Suryono Sukanto terhadap 

Hukum Adat menghasilkan kesimpulan: 

a. Hukum yang hidup merupakan konkretisasi nilai-nilai di dalam 

masyarakat yang merupakan hasil pengalaman berinteraksi, yang 

kemudian menjiwai para warga masyarakat; 

86 "lbid". 
87 Satjipto Rahardjo, Pendekatan Baru terhaciap Hukum Aciat dalam Permasafahan 

Hukum di Indonesia, "alumni" Bandung, tahun 1977. hlrn. 143. 



b. Hukum Adat yang masih berlaku merupakan bagian dari hukum yang 

hidup, karena Hukum Adat timbul dari kebiasaan-kebiasaan menuju 

kepada pengaturan pergaulan hidup secara adil yang ditentukan oleh 

petugas hukum maupun oleh para warga persekutuan hukum; 

c. Hukum yang hidup merupakan bagian dari Hukum Nasional yang menjadi 

tujuan untuk dicapai, karena hukum yang hidup adalah hukum yang 

berlaku secara yuridis, sosiologis maupun f i l o s o f i ~ . ~ ~  

Dengan pendekatan sosiologis-antmpologis, Koentjoroningrat sampai 

pada kesimpulan bahwa di dalam Hukum Adat itu nilai yang tertinggi adalah 

sistem nilai sosial-budaya yang mengandung prinsip-prinsip pokok. Di bawahnya 

terdapat sistem norma-norma yang berhngsi sebagai asas-asas hukum 

(rechtsbeginselen); selanjutnya untuk kepentingan pelaksanaan, sistem norma 

tersebut dijabarkan dalarn aturan-aturan h u b  (rechtsregels); sedangkan untuk 

penerapannya dalam kasus konkrif diperlukan adanya aturan-aturan pelahanaan 

yang lebih khusus terperinci lagiS9 

Beberapa persyaratan adat menjadi hukum adat yaitu : pertama adat 

merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, kedua nan teradaf kebiasaan 

sudah dianggap sebagai lumrah atau lazim berlaku dalam masyarakat, ketiga 

diadatkan, bahwa ha1 itu sudah diberikan sesuatu yang seolahslah menjadi 

kewajiban, dan keempat adat akan menjadi hukum adat mrnurut B. Ter Haar 

berdasarkan Beslissingenleer theori (teori keputusan) bahwa hukum adat itu telah 

- -- 

'a Suryono Sukanto, Pembahasan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum 
Nasional, 1975, hlm. 1 19. 

89 Koentjoroningrat, Kebdxyaan Mentalilet a h  Pembangunan, "Gramedia" Jakarta 

1974, hlm. 20-22. 
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Hukum adat tidak mengenal pembagian hukum publik dan privat maupun 

hukum substantif dan hukum prosedural. Penyelesaian sengketa hukum berjalan 

secara alami sengketa yang muncul dianggap sebagai pelanggaran tatanan 

harmoni, oleh karena itu untuk memulihkannya diperlukan penyelesaian sengketa 

secara berdamai pula. 

D. Penyelesaian Sengketa Menurut Peraturan Perundangan 

1. Menurut ADR 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian sengketa Umum, Pasal 1 angka 10, merumuskan bahwa Alternatif 

Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui prosedur yang disepakati para pihak. Yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli. 

Gunawan Widjaya mengemukakan? : 

a. Konsultasi 

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 

No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat 

pada   lack's Law Dictionary dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan 

konsultasi (consultancy) adalah : 

Act of consulting or conferring : e.g. patient with doctor, client with 

lawyer. Deliberation ofpersons on some subject.94 

93 Gunawan Widjaya, Altertzarif Penyelesaian Sengketa, &lam Seri huhm Bisnis, 
Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 85 s.d. 96. 
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Dari rumusan yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut dapat 

diketahui, bahwa pads prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang 

bersifat personal antara pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak 

lain yang merupakan pihak konsultan. Konsultan yang memberikan pendapatnya 

kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan clan kebutuhan kliennya tersbut. 

Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk 

memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini 

berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil 

untuk kepentingannya sendiri. 

Walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat 

mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini 

berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian 

sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa 

yang ada tidak dominant. Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), 

sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai 

penyelesaian sengketa tersebut akan diarnbil sendiri oleh para pihak. Meskipun 

adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan 

bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang 

bersengketa tersbut. 

b. Negosiasi dan Perdamaian 

Jika rumusan yang diberikan dalam Pasal6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 

; 999, di sana dikatakan bahwa pada dasamya para pihak dapat dan berhak untuk 

'' Henry Campbell Black, B/ack's Lau Dictionmy, Definitions of the Terms and Phrases 
of American and Engllish Jurisprudence Ancient and Modem, Sixthh Edition, St. Paul. Minn, 
West Publishing, 1990. hlm. 335. 
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menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan 

mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya hams dituangkan dalam bentuk 

tertulis yang disetujui oleh para pihak. 

Ketentuan tersebut mengingatkan pada ketentuan yang serupa yang diatur 

dalam Pasal 1851 sampai dengan 1864 Bab Kedelapanbelas Buku 111 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata tentang Perdamaian. Berdasarkan defmisi yang 

diberikan dikatakan bahwa Perdamaian a&lah suatu persetujuan dengan mana 

kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu 

barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah 

timbulnya suatu perkara. Persetujuan jxrdarnaian h i  oleh Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata diwajibkan untuk dibuat pula secara tertulis, dengan ancaman 

tidak sah. 

Jika dikaji secara seksama &pat dikatakan bahwa kata-kata yang tertuang 

dalam rumusan Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 memiliki makna dan 

objektif yang hampir sarna dengan yang diatur &lam Pasal 1851 KUH Perdata, 

hanya saja negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat (2) UU No. 33 Tahun 1999 

tersebut. 

a). diberikan tenggang waktu jxnyelesaian paling lama 14 hari; dan 

b). penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalarn bentuk 

pertemuan langsung oleh dan antara para pihak yang bersengketa. 

Selain itu perlu dicatat pula bahwa negoisasi, merupakan salah satu 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, 

sedangkan perdamaian dapat dilakukan 'baik sebelum proses persidangan 



meskipun adakalanya dilakukan secara formal. Tidak ada suatu kewajiban bagi 

para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung pada saat negosiasi 

dilakukan, pun negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri. 

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa atau berselisih paham dilakukan 

suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan 

melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan (win-win), dengan 

melepaskan atau memberikan kelonggaran (concession) atas hak-hak tertentu 

berdasarkan pada asas timbal balik. Persetuan atau kesepakatan yang teiah 

dicapai tersebut kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh 

para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut 

bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Kesepakatan tertulis menurut 

ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 wajib didaftarkan 

di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

ditandatangani dan dilaksanakan pendaftaran Pasal6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 

1999. 

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan batasan mengenai 

apa saja yang dapat di "negosiasi"kan. Ini juga membawa konsekuensi bahwa 

tentunya negosiasi, sebagaimana halnya perdamaian hanya dapat dilakukan jika 

pihak yang berwnegosiasi" mempunyai kekuasaan untuk melepaskan hak-haknya 

atas hal-ha1 yang termaktub dalam kesepakatan tertulis tersebut. Dan bahwa 

pelepasan akan segala hak dan tuntutanj yang dituliskan dalam persetujuan 

negosiasi hams diartikan sebagai pelelepasan dari hak-hak sekedar dan sepanjang 
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hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut ada hubungamya dengan perselisihan 

yang menjadi sebab perdamaian tersebut. 

Selanjutnya oleh karena kesepakatan tertulis hasil negosiasi adalah suatu 

persetujuan di antara para pihak, maka selayaknya juga jika hasil negosiasi tidak 

dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan 

bahwa satu pihak telah dirugikan. Walau demikian masih terbuka kemungkinan 

untuk tetap dapat dibatalkan, jika memang dapat dibuktikan telah tejadi suatu 

kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok sengketa, atau telah 

dilakukan penipuan atau paksaan, atau kesepakatan telah diadakan atas dasar 

surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu. 

c. Mediasi 

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 

ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 19991, Ketentuan mengenai 

mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah 

merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang 

dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Psal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 

1999. 

.Menurut rumusan dari Pasa16 ayat (3) Undang-undang No.30 Tahun 1999 

tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda 

pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun 

melalui seorang mediator. Undang-undang tidak memberikan rumusan definisi 

atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator. Dari literatur hukum, 



misalnya adalah Black's Law Dictionary dikatakan bahwa mediasi dan mediator 

adalah: 

Mediation is a method of non binding dispute revelation involving a 
neutral thirdparty who tries to help the disputing parties reach a mutually 
agreeable solution 96 

Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa di mana pihak luar tidak 

memihak dan netral (mediator) membantu pihak-pihak yang bersengketa guna 

memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Nolan-Haley 

mendefinisikan: 

Mediation is generally understood to be a short term, structured, task- 
oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a 
neutral thirdparty, the mediator, to reach a mutually process, where a third 
party intervenor imposes a decision, no such compulsion exists in 
mediation. 97 

Selanjutnya juga dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam W IPO 

Mediation Rules (effective October 1, 1994) bahwa: 

Mediation Agreement means an agreement by the parties to submit to 
mediation all or certain disputes which have arisen or which may arise 
between them; a Mediation Agreement may be in the +om of a mediation 
clause in a contract or in the +om of a separate contract. The mediation 
shall be conducted in the manner agreed by the parties. and to the extent 
that, the parties have not made such agreement, the mediator shall, in 
accordance with the Rules, determine the manner in which the mediation 
shall be conducted. Each party shall cooperate in good faith with the 
mediator to advance the mediation as expeditiously as possible. '* 

Mediasi, dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan 

pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) 

yang besifat netral dan tidak memihak, yang akan berkngsi sebagai mediator. 

% Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Editor in Chief, 2004, hlm. 1003. 
97 Nolan-Haley, Alternative Dispute Resolution, St. Paul, Minnesota, 1992, hlm.. 56. 
98 WIPO, Mediation Rules (effective October 1, 1994) 



Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh 

para pihak (secara Langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator 

berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada 

kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang 

dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka 

penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak 

memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau 

mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai 

pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada 

informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk 

perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, 

dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian 

dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator hams mampu 

menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di 

antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling 

menguntungkan (win-win). Baru setelah diperoleh persetujuan dari para pihak 

atas proposal yang diajukan (beserta segala revisi atau perubahnnya) untuk 

penyelesaiaan masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun 

kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya 

sarnpai disitu, mediator juga dihrapkan dapat membantu pelaksanaan dari 

kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian sengketa ata 
. . .. 

beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk 



98 

dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan 

di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak 

penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak pendaftaran. 

Dalam pasal6 (4) UU No. Tahun 1999 dikatakan bahwa UU membedakan 

mediator ke dalam: 

a) mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 ayat 

(3) UU No. 30 Tahun 1999, dan 

b) mediator yang ditunjuk oleh lembaga abritase atau lembaga alternative 

penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (Pasal6 ayat (4) 

UU No. 30 Tahun 1999. 

Meskipun diberikan suatu time-frame Qangka waktu) yang jelas, kedua 

ketentuan tersebut terkesan memperanjang jangka waktu alternative penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan. Tidak ada suatu kejelasan apakah ketentuan tersebut 

bersifat memaksa atau dapat disimpangi oleh para pihak. Dapatkah para pihak 

hanya mempergunakan salah satu dari kedua macarn mediator tersebut? 

d. Konsiliasi 

Seperti halnya konsultasi, negosiasi maupun medias6 UU No. 30 Tahun 

1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi 

dari konsiliasi ini. Bahhkan tidak dapat ditemui satu ketentuanpun dalam UU No. 

30 Tahun 1999 ini mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai 

salah satu lembaga alternative penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam 



ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Alenia ke-9 Penjelasan Umum Undang-undang 

No. 30 Tahun 1999 tersebut. 

Dalam Black's Law Dictionary dikatakan bahwa konsiliasi adalah: 

Consilliation is the adiustment and settlement of a dispute in a friendly, 
unantagonistic manner used in court before trial with a view towards 
avoiding trial in labor disputes before arbitration. Court of Conciliation is 
a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid ligition. 99 

Consilliation dalam bahasa Inggeris berarti perdamaian dalam bahasa 

Indonesia. Kemudian dalam Blak's Law Dictonav diatakan bahwa pada 

prisnispnya konsiliasi merupakan perdamaian. Dalam ha1 yang demikian 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 1 sampai dengan Pasal 1864 Bab 

kedelapan belas Buku 111 UU Hukum Perdata, berarti segala sesuatu yang 

dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi tunduk pada ketentuan KUH 

Perdata, dan secara khusus Pasal 185 1 sampai dengan Pasal 1864. Ini berarti hasil 

kesepakatan melalui altematif penyelesaian sengketa konsiliasi inipun hams 

dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang 

bersengketa. Sesuai dengan ketentuan Pasal6 ayat (7) jo Pasal biayat (8) UU No. 

30 Tahun 1999. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi tersebutpun hams didaftarkan 

di Perigadilan negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi 

bersifat final dan mengikat para pihak. 

Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi, dari pengertian yang diberikan 

dalam Black's Law Dictionary, merupakan langkah awal perdamaian sebelum 

99 Henry Campbell Black Op. Cif., hlm. 1003. 
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sidang peradilan (ligitasi) dilaksanakan. Bahkan diatur dalam KUHP, dengan 

berasumsi bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi dalam UU No. 30 Tahun 1999 

adalah identik dengan perdamaian yang diatur dalarn KUHP. Dengan demikian 

berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya 

proses ligitasi, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap 

tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-ha1 atau sengketa di mana telah 

diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

tidak dapat dilakukan konsiliasi. 

e. Pendapat Hukum 

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli 

sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Dan bahwa ternyata arbitrase 

dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan 

perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang te qadi di antara para 

pihak dalam suatu perjanjian. Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut 

dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak. Sewaktu menyusun atau 

membuat pe rjanjian yang akan mengatur hak-hak clan kewajiban para pihak dalam 

pe rjanjian. Maupun dalam memberikan penafsiran ataupun terhadap salah satu 

atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk 

mempe rjelas pelaksanaannya. 

Jika pada uraian di atas dibahas konsiliasi dalam pengertian yang sangat 

umum, termasuk dalam pemberian opini atau pendapat hukum dalam suatu 

mediasi atau konsiliasi. Pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase, 






































































































































































































































































































































































































































































































